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S KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan hidayah-Nya,
Prosiding “Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan” dapat
diselesaikan. Prosiding ini merupakan hasil dari Bimbingan Teknis yang telah
dilaksanakan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Combatting lllegall
Wildlife Trade Project, United Nation Development Programme Indonesia di
Kota Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 15 Oktober 2020.

Tujuan dari Bimbingan Teknis PUG dalam Memperkuat Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Meningkatkan kapasitas serta
komitmen pejabat/staf dalam mendukung percepatan PUG lingkup Ditjen.
Gakkum LHK sehingga pelaksanaannya lebih teknis, terarah dan sistematis
mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pada seluruh proses
penyelenggaraan pembangunan, selanjutnya, untuk mengidentifikasi kendala-
kendala yang ditemui dan menemukan solusi terbaik dalam rangka percepatan
PUG dan pelaksanaan PPRG di masing-masing Satker Lingkup Ditjen. Gakkum
LHK, dan mendokumentasikan kegiatan dan program responsif gender di
masing-masing Satuan Kerja.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berperan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Prosiding ini.
Semoga Prosiding ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jakarta, 28 Oktober 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

ttd

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001

PROSIDING BIMBINGAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) -
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




4 DAFTARISL

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ii
Bab | - Pendahuluan A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Output 2
D. Penyelenggaraan 2
E. Narasumber dan Peserta 3
F. Sambutan Pimpinan 4
Bab Il — Presentasi Materi A. Konsep dan Implementasi Pengarusutamaan Gender 6
B. Implementasi dan Pelaksanaan Pengaruasutamaan Gender di KLHK
15
C. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Ditien GAKKUM KLHK o5
Bab Il — Penutup
29
LAMPIRAN - LAMPIRAN 30

PROSIDING BIMBINGAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




3

BAB | - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan pada
dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000
tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menegah tahun 2010 - 2014. PUG muncul
sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan
akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias gender. Hal
ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika berbicara
tentang masyarakat, berarti sudah mencakup perempuan dan laki-
laki. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman perempuan
dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing
memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan kapasitasnya. PUG
merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam
pembangunan disamping pengarustamaan pembangunan yang
berkelanjutan dan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih.
Untuk lebih mengoperasionalkan strategi PUG tersebut, telah
dikeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mulai tahun
2009, yaitu PMK No. 119 tahun 2009, PMK No. 104 tahun 2010, PMK
No. 93 tahun 2011, PMK No. 112 tahun 2012, dan PMK No. 94 tahun
2013, PMK No. 143 tahun 2015, PMK No. 196 tahun 2016, PMK
No.94/PMK.02/2017 serta terakhir adalah PMK No.142/PMK.02/2018
tentang “Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA”.
Permasalahan yang selama ini terjadi dalam percepatan PUG dan
pelaksanaan PPRG di Ditjen. Gakkum LHK adalah belum
memadainya kapasitas pejabat/staf dalam memahami konsep
Gender dan PUG .

Komitmen Ditjen PHLHK dalam mengupayakan pengarusutamaan
gender bukanlah jargon atau cita-cita semata. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan para pengambil keputusan dalam jajaran
Ditjen PHLHK telah menerapkan pengarusutamaan gender dalam
tugas utama dan fungsi setiap unit. Komitmen ini diatur dalam semua
peraturan dan ketentuan internal, serta pembentukan unit kerja
pengarusutamaan gender. Panduan dan bimbingan = untuk
mengimplementasikan pengarusutamaan gender didukung dengan
baik oleh Kementerian Negara Perempuan Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak (KNPPA). Dukungan ini menggunakan standar alat
pengarusutamaan gender seperti penganggaran berbasis gender
dan Gender Analysis Pathway (GAP).

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung percepatan PUG
dan pelaksanaan PPRG Ditjen. Gakkum LHK, maka diperlukan
Sumber Daya Manusia yang memiliki kompentensi optimal dalam
memahami konsep gender dan PPRG.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sub Pokja PUG Ditjen. Gakkum
LHK dengan CIWT Project UNDP akan mengadakan “Bintek
Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Memperkuat Penegakan
Hukum LHK".
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B. TUJUAN

Tujuan dari Bintek Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Memperkuat

Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas serta komitmen pejabat/staf dalam
mendukung percepatan PUG lingkup Ditjen. Gakkum LHK sehingga
pelaksanaanya lebih teknis, terarah dan sistematis mulai dari
perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pada seluruh proses
penyelenggaraan pembangunan.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dan menemukan
solusi terbaik dalam rangka percepatan PUG dan pelaksanaan
PPRG di masing-masing Satker Lingkup Ditjen. Gakkum LHK

3. Mendokumentasikan kegiatan dan program responsif gender di
masing-masing Satuan Kerja.

C. OUTPUT

1. Peserta dapat memahami konsep gender dan inklusi sosial, dan
bisa mengidentifikasi isu gender di satuan kerja masing-masing;

2. Peserta dapat menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP)
untuk kegiatan terpilih di masing-masing satuan kerja melalui
coaching clinic;

3. Peserta dapat menyusun dokumen Gender Budget Statement (GBS)
untuk kegiatan terpilih di masing-masing satuan kerja melalui
coaching clinic.

D. PENYELENGGARAAN

Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dilaksanakan selama
2 (Dua) Hari yaitu tanggal 14 s.d 15 Oktober 2020 bertempat di
Hyatt Regency Jogjakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Panggung
Sari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Jogjakarta.
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E. NARASUMBER DAN PESERTA Balai GAKKUM Kalimantan _ . :
21 | Subhan, S.Hut., M.Si. L Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan
22 | David Muhammad, S.Sos. L | Kepala Sub Bagian TU Balai PPHLHK
i Wilayah Kalimantan
1 | Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si L z:tzo“t‘arz 'l()nrokloral Jenderal Penegakan | Balai GAKKUM Sulawesi
- ‘ 23 | Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H L | Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi
‘ Z“’s" S0 RO AU Foum——. P | Nerssumber | 24 | Achmad Yusuf Arief, S.H., M.H. L | Kepala Subbag TU Balai PPHLHK Wilayah
e P e e i ———— Sulawesi
3 | Emawati Eko Hartono, S.Hut, M.Si I P m SB:;rt;gang;?LnHKKeqasama Dalam Balai GAKKUM Maluku Papua
Direktorat PPSA T . 25 | Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si. L | Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku
— e — Papua
o | e Bl Lt 26 | M. Ihya Syariudin, S.Hut,, M.SE. L | Kepala Subbag TU Balai PPHLHK Wilayah
; ‘ Maluku Papua
(55 :;F:I::ll')n:.a?:y l:amayas.r nty, S.Kom. z x:::: g:: dan Informasi, Direktorat PSLH TiM POKJA GENDER GAKKUM
Direktorat PHP LHK B T | T AT T Y TR [ [y ey g g =
7 | Antonius Sardjanto, SN., S.T.. MKKK | L | Kepala Subdirektorat Penyidikan amayanil Retunanda, S1., M.Eng.SC. G Ap:KaUM ?(LHK rog ]
Pencemaran Lingkungan Hidup - -
Ta M | = 28 | Yuli Yanti, S.E. P__| Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
% OO | b;:'p:lr:biggno;::g:m ERRp— 29 | Osten Sianipar, S.H., M.Si. L | Kepala Sub Direktorat Penyelesaian
9 | Setyo Rini Utami, SP | P | Perencana Pertama, Direktorat PHP LHK Sengketa LH di Luar Pengediien Bidang
Sekretariat Direktorat Jenderal * Sumber Daya Alam
GAKKUM 'LHK ’ | 30 | Dr. Eko Novi Setiawan, S.Sos, M.Si L Kepala Sub Bagiary Evaluasi, Pelaporan,
10 | Ir. Saptanti Rahayu, MM | P | Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi | - 3 gala d‘a'; Igfounasu
| dan Tata Laksana ; 31 [ Irma Indrawati ' engola ata
11 | Ruswaya, S.Hut L | Analis Data, Sekretariat Direktorat Jenderal | 32 | Octa Dandy Saiyar, SE, MM L | Analis Data
GAGUMILIK Sotditjon GAKKUM KLHK
7 : etditjen
12 gr:::::::tangas&&s P_[ Kepala Subbagian Kepegawaian. 33 | Novel Arief, SE L | Perencana Pertama
" g : 34 | Luthfi Annur Hudaya, S.Si. R Analis Lingkungan Hidup
q Kepal torat P lesaian - -
U R . o . sm,ng:eZ"fHD;?fu?pwegﬁﬂan S 35 | Dimas Yudha Baskara, A.Md L[ Analis Data
Industri, Prasarana dan Jasa | 36 Asblyal Ndein, SE L Perencana Pertama
M - Jas: - -
14 | BR P n, S.Sos P_| Bendahara, Direktorat PSLH , 37_| Dyah Prakasita, S.Hut P__| Analis Data
S‘namstas‘wa merangm Ang l | 38 | Felix Aglen Ndaru Prasetya, S.L.A L | Analis Da!a‘ :
15 | Ardi Risman,S.Hut MT., M.PSc "L | Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan | 39 | Renaldy Sanubari, A.Md L__| Pengadministrasi
Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera BIRO PERENCANAAN, KLHK : .
16 | Nafsir Fauzi Rizkian, SAP. L | Analis Data 40 | Arfan Adhi Kurniawan, S.Hut P | Staff Biro Perencanaan, Kementerian LHK
Balai GAKKUM Sumatera ‘
17 | Eduward Hutapea, S.Si | L | Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
18 | Suhut Hesaki, S.Hut, M.Si L | Kepala Subbag TU Balai PPHLHK Wilayah
| Sumatera Mengetahui,
Balai GAKKUM Jabalnusra | Kepala Bagian Program dan Evaluasi
19 | Ir. Muhammad Nur, M.S.P. | L | Kepala Balai PPH LHK Wilayah Jawa, Bali Selaku Ketua POKJA PUG GAKKUM KLHK
‘ dan Nusa Tenggara
20 | H. Murdiyono, S.Hut. L | Kepala Sub Bagian TU BPPH Surabaya W

Damayanti Ratunanda, ST., M.Eng.Sc.
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F. SAMBUTAN PIMPINAN

SAMBUTAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN Minggu lalu, Ditjen Gakkum mendapat Penghargaan Utama untuk

HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Pengarusutamaan Gender, Merupakan penghargaan tertinggi, yang
patut kita banggakan. Banyak kegiatan pengarusutamaan gender

Pembukaan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Ditjen yang telah kita lakukan, akan tetapi banyak ruang untuk ditingkatkan.

Penegakan Hukum LHK Yogyakarta, 14-15 Oktober 2020. Dalam dua hari ini kita akan mendapatkan bimbingan teknis
pengarusutamaan gender : menyamakan pengertian kita tentang

Assallamualaikum Wr Wb Gender, sehingga tidak ada lagi persepsi yang salah tentang apa itu

Selamat Siang Pengarusutamaan Gender.

Salam Sejahtera

Salam Sehat Pada saat ini kita sudah memiliki perangkat untuk pengarusutamaan
gender, diantaranya :

Yth. Prof Ismi, pakar Pengarusutumaan Gender 1. Komitmen : Komitmen Pimpinan tertuang pada Roadmap

Kepala Balai yang saya banggakan Pengarusutamaan Gender

Para Kepala Satgas Gender dan anggota Satgas Gender di Sub 2. Kebijakan : Penyediaan Anggaran dan Tagging Gender

Pokja Ditjen Gakkum KLHK 3. Kelembagaan : Terbentuknya Kelompok Kerja dan

Koordinator program GEF- UNDP untuk lllegal wildlife trafficking Fasilitator

atas fasiitasinya 4. SDM dan Peningkatan Kapasitas : SDM yang setara baik

dari mulai rekruitmen maupun  berbagai peningkatan

Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu di tengah pandemic kapasitas SDM Gakkum

COVID-19 dalan keadaan sehat walafiat. lbu Ismi, perlu saya 5. Sarpras : Penyediaan ruang agar kaum perempuan dapat

sampaikan, peserta yang hadir hari ini adalah para ketua satgas melaksanakan  kewajibannya dan penyediaan  Alat

dan anggota satgas Gender Ditjen GAKKUM. Inilah champion- Pelindung Diri bagi seluruh Aparat Gakkum

champion Ditjen Gakkum untuk Pengarusutamaan Gender yang 6. Data Terpilah, Sistem dan Bahan Informasi : telah

harus mengerti sekali, apakah yang disebut pengarusutamaan teridentifikasi dan

Gender. 7. Peran Serta Masyarakat : Pelibatan masyarakat baik laki laki

perempuan dalam mendapatkan keadilan di mata hukum.
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Pada tahun 2019, Ditien GAKKUM sudah mempunyai Road
Map Pengarusutamaan Gender yang akan menjadi acuan
bagi GAKKUM dalam melaksanakan kesetaraan gender, yang
isinya berfokus pada 4 Prioritas, yaitu:
Prioritas 1 : Peningkatan Kapasitas Staf Ditjen GAKKUM untuk
mengimplementasikan practical gender concern.
Sasarannya adalah
Meningkatkan Pengetahuan tentang konsep
gender dan penghapusan streotipe gender di
Kalangan Staf Ditjen Gakkum, serta
Memastikan pemahama bersama mengenai
kesetaraan  gender  melalui  perubahan
kelembagaan serta implikasinya dan komitmen
terhadap anti pelecehan seksual dan eksploitasi
seksual
Prioritas 2 : Mewujudkan Lingkungan kerja yang sensitive
gender, dengan sasaran Fasiltas yang responsif gender di
lingkungan kerja Ditjen Gakkum
Prioritas 3 : Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi
Kebijakan dan Peraturan dalam Lingkup Ditjen GAKKUM,
dengan sasaran
Pengembangan
Responsif Gender
Pembentukan Sistem dan Mekanisme Pengaduan yang
Responsif Gender
Prioritas 4 : Monitoring dan Evaluasi yang Sensitif Gender,
dengan sasaran Tersedianya mekanisme pemantauan dan
evaluasi yang responsif gender yang dapat menggambarkan
manfaat program dan dampak yang berbeda pada
perempuan dan laki laki

Kebijakan dan  Peraturan

yang

Untuk itu, agar kita semua tahu dan tidak salah mengenai
pengarusutamaan gender, marilah dalam 2 hari ke depan ini, kita
mendengarkan bimbingan yang akan diberikan oleh Prof Ismi dan
Biro Perencanaan dan tim. Dari pertemuan ini, semua yang ada
disini, champion pengaurusutamaan gender, tidak lagi salah
persepsi, Gender itu bukan tentang perempuan saja.. tetapi tentang
keadilan dan kesetaraan perempuan dan laki laki.

Bersama ini, Pertemuan dalam rangka Bimbingan Teknis
Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
LHK saya buka.

Waalaikumsalam Wr Wb

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001
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KONSEP DAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB Il — PRESENTASI MATERI

OUTLINE

REFLEKSI PEMBANGUNAN ADIL GENDER

GENDER EQUALITY INDONESIA

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) & AFFIRMATIVE ACTION

IMPLEMENTASI PUG ‘

PRSI
7 74 AN B N
A AR TR WS

REFLEKS| PEMBANGUNAN
ADIL GENDER

Sudahkah pembangunan dilakukan
secara adil dan setara?

L
r‘;—' 4

PROSIDING
PENEG

ADIL:
Pembangunan harus merespon
perbedaan
kebutuhan Lk & Pr

SETARA/INKLUSIF:

Pembangunan harus memberi kesamaan Akses,

Partisipasi, Kontrol & Manfaat bagi

Pr dan Lk (termasuk kelompok marginal)
JENIS KELAMIN/ SEX:

Karakteristik Blologls Sering
Given'Kodratilidak dapat berubah

Unidarsal dirancukan
Ciptsan Tuhan

GENDER:
Karakteristik sosbud
|Peoran. slatus, relas)
Boragam artar budaya'dapal benstah
Buatan Manusa
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GENDER ? JENIS KELAMIN? | APA MASALAHNYA? 2

Pembangunan belum sepenuhnya dilakukan secara adil dan setara

A=Akses Peluang

P=Partisipasl Keterlibatan
PERBEDAAN KEBUTUHAN

K= Kontrol Kewenangan mengambil
keputusan

M= Manfaat hasil

' 5 KANKER
% SERVIKS

" KENAPAHARUSADILGENDERDANINKIUSIF? = | | APAITU DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN?

J 1 T

¥
1

e A

Kesenjangan Gender: situasi/ kondis| dimana salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal.
Kesenjangan semakin tajam |ika terjadl pada kelompok marginal. Secara kuantitatiF kesenjangan dapat
dllihat darl data terpllah gender (Disparitas gender dan atau indeks paritas gender)
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PENYEBAB KESENJANGAN GENDER

Place
Re"g"’"-’-deology- -
Country

Y Etnics/nations _
Social Status e

Culture
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KONSEP—KQNSEP KUNCI TERKAIT 7
RN GENDER

RELASI GENDER

', 4t
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ANALISIS GENDER

PEMBAGIAN PERAN
GENDER

AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DA ™ AAT TERHADAP SUMBER DAYA

. KONSEP KUNCI

PROSIDING
PENEG

02. GENDER EQUALITY
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: BAGAIMANA CAPAIAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

[N ‘ |AN IPG & IKG INDONESIA DI INDONESIA MENURUT KOMPONEN PENGUKURAN?

» P, ¢ S & s L
Gambar 26  1XG Negara-negara ASEAN dan Beberapa Negara Lain, INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MAKIN MENUNJUKKAN PERANNYA

Gambar2.2 PG Negara-negara ASEAN dan Beberapa Negara Lain,
017 2017 INDONESIA 2017
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IPG di bawah 100 berarti secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggl dibandingkan perempuan.
Latvina adalah satu dari 6 negara didunia yang menjamin kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan
dalam pekerjaan dan bisnis.

Pada level ASEAN, angka IPG Indonesia berada di peringkat ke 9 darl 10 negara dan termasuk 1 darl 3 negara
ASEAN dengann nilai IPG dibawah rata-rata dunia.
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KESENJANGAN GENDER DI INDONESIA MASIH TERJADI
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- GARUSUTAMAAN GENDER . n BIVID O .
INPRES 9 TAHUN 2000; SDGS, Permendagri 67/2011 - C ; ANRIAINAF
Tentang perubahan atas p Menteri Dalam AFFIRMATIVE ACTION
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelak Pengar Gender di Daerah, KOMITMEN
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No Title]

DAMPAK
(IMPACT)

.
HASIL
(OUTCOME)

KELUARAN

KEGIATAN

BAB Il

MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
RESPONSIF GENDER
HASIL PEMBANGUNAN YANG DIPEROLEH DARI

PENCAPAIAN OUTCOME:
IPG, IDG, SDG=

APA YANG
INGIN DIUBAH

APA YANG
INGIN DICAPAI

APAYANG
DIHASILKAN
(BARANG) ATAU
DILAYANI JASA)

MANFAAT YANG DIPEROLEH DALAN JANGHA MENENGAH UNTUK
BENEFICERIES TERTENTU SEBAGAI HASIL DARI OUTFUT
Qricsd bargaung dar pelaywnen KU janghs 1 -5 dahun

. PRODWBARANGIJASAAKHIR YANG OMA!ILMN sebagai keluaran
9 darl suatu k:

APA YANG

« PROSES/KEGIATAN MENGGUNAKAN INPUT
DIKERJAKAN

MENGHASILKAN OUTPUT YANG DIINGINKAN

APA YANG
DIGUNAKAN
DALAM
BEKERJA

« SUMBERDAYA YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI
DALAM MENGHASILKAN OUTPUT

IDENTIFIKASI ISU GENDER KLHK

PRASYARAT PUG

Komitmen
Kebjakan
Kelembagaan
Sumber daya
Data Terpitah
Aat/ Teols
Peranseria
masyarakat

INTEGRASI GENDER DALAM PROGRAM DAN
IMPLEMENTASI PUG DI MASYARAKAT

O Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG:
Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan PUG,
Sumberdaya, Data terpilah, Alat/ Tools, Peran
seria masyarakat
Percepatan Pelaksanaan PUG KLHK
Kapasitas SDM, Sarpras, Alal! Toals, Inovasi,

Perempuan rentan dalam perubahan iklim Kurikulum, Instrumen Monev, Kebijakan

Aksesibilitas Informasi, Sumberdaya, dan Operasional, Kelersediaan Data Pilah,

keputusan Ir Audit Responsif Gend

Dampak Perubahan |klim dan Lingkungan Pengembangan Inovasi Responsif Gender di

terhadap kekerasn KLHK

Gmd« Champion,

buatan media KIE seb
inovasi-inovasi kebijakan,
organisasi maupun kegial

O Derajal ketergantungan perempuan

0O Perempuan di kawasan Urban

0 Gender dalam Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan

O Perempuan dalam pengelolsan SDA

0O Isu gender dianggap =u perempuan

Q

" |

Q

a

Isu gender Kehutanan

DAMPAK
(IMPACT)

2

HASIL
(OUTCOME)

KEGIATAN

Cm«

Contact

Address
Facuky of Social and

Political Sciences, Sebelas

Maret University

Phone
081 2262 3959

ismidwiastuti@stafl.uns.acid

Instagram
@ isminurhaen

PRESENTAS|I MATERI

CONTOH MANAJEMEN BERBASIS KINERJA DIKLAT PUG

Meningkatnya Kualitas lingkungan Hidup
(Indeks Kualttas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5
pada tabun 2019 yang memberi manfaat Sos dan ek

APAYANG INGIN
DIUBAH

APA YANG INGIN

Meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan DICAPAI

lahan dengan APKM Pr dan Lk setara

APAYANG DIHASILKAN
Jumlah ASN pada GAKKUM ikut pendidikan dan pelatihan PUG (BARANG) ATAU DILAYANI
% peserta pelatihan yang idus dengan nial minimal "baik” JASA)

APA YANG

Pendidikan dan Pelatihan DIKERJAKAN

PUG BIDANG GAKKUM

APA YANG
DIGUNAKAN
DALAM BEKERJA

Jumlah ASN pada GAKKUM, Trainer, Dana,
Materi pelatihan

PROF. DR. ISMI DWI ASTUTI NURHAENI, M.SI
Guru Besar limu Administrasi Negara FISIP UNS
Dekan FISIP UNS 2015-2019 & 2019-2023

Education

S$1 Administrasi Negara Fisip UNS
S$2 dan S3 Administrasi Negara Fisipol - UGM

Experiences

Anggota Dewan Pakar pada indonesia Association for Pubic Administration
{IAPA) 2020-2022

Ketua Group Riset “Pelay 1 Pubiik t is Hurnan G &

Gender Expert (Kememeran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenderian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kemendiknas, Difen Pajak,
Pemerintah Prov. dan Kab./ Kola di Indonesia, GIZ, di

Shovt Term Consuftan pada World Bank dalam “Workshop Gander Budgeting™
di provinsi Sularwesi + Papua + Jawa Timur (2012 - 2013)
Senior pada World Bank dalam Gender
RPJMN 2015-2019

Koordinalor Konsultan Ausirale Indanesia Partnership for Desentralization (AIPD)
pada Prov. Jatim, NTB, Papua (2014)

perryusunan Draft

ER DIREKTORAT JENDERAL
HIDUP DAN KEHUTANAN
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IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DI KEMENTERIAN LHK

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

PROSIDING ER DIREKTORAT JENDERAL
PENEG DAN KEHUTANAN
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|

laki

In bangsa g OUTLINE:
|. Tujuh Prasyarat
Pelaksanaan PUG
2. Pelaksanaan PUG
A, " : t di KLHK
- ¥ 3. Roadmap
OUTLINE & p X By Pelaksanaan PUG
SRS KLHK 2020-2024
4. Arahan
perencanaan dan
kegiatan PUG
KLHK

PAPARAN

Menggambarkan tujuan masa
depan Kesetaraan dan Keadilan
Gender di KLHK - digambarkan dari

perwakilan orang yang dipeluk m 0
" N L o
A ] e

Gambar orang : berlaku adil
gender untuk mendapatkan
kesetaraan dalam

kesempatan bagi semua yg

dengan outline daun hijau dan . .
kuning ke emasan yg menandakan mhAL::;:;nl::I:‘
sebuah pengayoman terutama soal X

gender.
Lingkaran daun kuning dan hijau
“Kesetaraan Gender Untuk ggambarkan pembang P RASYARAT
Indonesia Maju* Kementerian KLHK yg responsif gender.
Lingkungan Hidup dan Outline daun hijau dan kuning PE LAKSANAAN

Kehutanan. (disesuaikan dgn
Kabinet Kerja Presiden Jokowi)

Warna hijau daun : tatanan
lingkungan yg serasi, selaras,
seimbang dim pengelolaan
hutan untuk masyarakat.

Kementerian Lingkui

Anuufun

seolah memeluk memberi arti
mengayomi, sedangkn wama
hl]au membevlkan arti

dalam berp
sm halnya proses daun pda
tumbuhanWarna kuning ke
emasan memberikan simbol
elegan dan kemapanan dalam
mengayomi seperti halnya daun
yg sudah menguning bertanda
daun yg sudah memberikan
kehidupan sepenuhnya kepada
pohon

PROSIDING PE
PENEGA

ER DIREKTORAT JENDERAL
N HIDUP DAN KEHUTANAN
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Pelaksanaan r
Pengarusutamaan Gender 1. KOMITMEN | ; s X
(PUG) tidak akan pernah lepas ! —
dari 7 (tujuh) prasyarat &
berikut. Sebagal

R —— (HD 7. PERAN SERTA
prasyarat tersebut harus PSAl MASYARAKAT

ditambahkan dengan sebuah 6. METODE
DAN TOOLS
INOVAS!

4, SUMBER DAYA

PELAKSANAAN
PUG DI KLHK

3. KELEMBAGAAN “—{ 5 DATATERPILAH

Kementerian LHK telah adil dan setara bagi

P u G perempuan dan laki-laki.

Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan
D l K L H K G pengembangan kualitas penyelenggara PUG di

Kementerian LHK

TU j UAN o Memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan PERJALANAN PUG DI KLHK

« Ponmibian Bubs [
Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian LHK + S N7 '
a memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam - i R
penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, e ey e . « Penerbian Pedoman PPRG

N2 walwan 2000 (Permenhut 65 thua 2010
« Mol Kenvenbeat dan KPPPA

« Mow KLH & KIFPA

L
. . I Asagerah Paeabuts Bagesys

Prstama
o PUG sebaga stuategt pada
Sckumen RENSTRA
= Dutertwtian Panduan Kesnenhut 20002014
Pebaksanas FUG .

fungsi dan keweneyan Kementerian LHK

Dregast e abus SK Kemenhut

N0 528 Tabwan 2004 + Pemectasn dobumen
1\::_':)‘ No.9 Tahun « Pelatihan beadership Sckumen pespoeuf peader
200 “taf neriscr prrempean

- Temput Pemsran Anak

DIREKTORAT JENDERAL -
HIDUP DAN KEHUTANAN
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2018
*  Pelatihan pengawasan PPRG kepada
100 Auditor,
*  Pelatihan PPRG UPT Regional jawa
*  Pelatiban PPRG UPT Regional

Sulawesi Selatan
*  Pelatihan PPRG di setiap Eselon |
«  Sosialisasi PUG untuk Wid
Penghargaan APE MENTOR
2019
*  Pelatihan audit PUG
i L e ¢ Refreshment fasilitator
b *  Rakor penyusunan NSPK Lembaga
g~ e~ s - Diklat Responsif Gender dan E
. m:b-»nnnumm Learning Gender
. Tt Bt seatang Keguaean *  Rakor PUG KLHK Tahun 2019
Lingh wmgan Hubg dam Kebestaman yang.
g et evnber Ouand bagun)
Mt Koormambas I emurs 2020
S +  Virtual Workshop untuk PSKL, PHPL,
s PA (TOT) Seb Pk PUG Sesgens KSDAE, PSLB3, PPKL, PKTL dan

+ Pemariutangunsn Mol) EITPA LMK
© Avmagreas Passbena Daguays UTAMA 2045
00

TUJUH PRASYARAT PELAKSANAAN PUG DI KLHK

1. KOMITMEN

Tercantum dalam Renstra KLHK 2020-2024;
Renja KLHK memuat Anggaran Responsif
Gender (ARG); Telzh ditandatangani MoU
antara Menteri KLHK dan Menteri PPPA;
Penyusunan Pedoman Audit Gender;dil.

5. DATA TERPILAH

Total pegawai KLHK 18.218 orang,
laki-laki 4%, perempuan 26%

Gender champion 31 orang

Fasilitator 105 orang, focalpoint 30 orang

6. TOOLS
2. KEBIJAKAN 4 itk
Telah diterbitkan Permen LHK Nomor 31 Tahun m [b Q LWW:“ g‘.’_'.TK al pga? =
& pel man
2017 tentang “Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Penyusunan Data Terpilah; Pedoman
LHK" dan laln yang 03 04 05 Monitoring dan Evaluasi ARG dan
: - gender dalam d Sosmed (Instagram, Twitter, Website,
apangai i @ Facebook, dll)
3. KELEMBAGAAN

7. PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan kegiatan, KLHK melibatkan

Pakar Gender (Dr. Yusuf Supiandi, Prof. Yulfita);
Akademisi dari U, IPB, UNS; Lembaga asing GIZ,

AIPEG dan Lembaga M. seperti UN Wi

dan De Tara Foundation.

Telah dibentuk Pokja PUG KLHK dan ditetapkan melalul 07
SK Menteri LHK dan Sub Pokja PUG pada 13 Eselon 1

dan UPT-UPT KLHK.

4. SUMBERDAYA
Anggaran Responsif Gender KLHK Tahun 2020 sebanyak 282 M dengan

87 keglatan.

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Penerapan ARG

Dalam Penganggaran

a. Dalam

penganggaran,
ARG berada

sistem

letak
pada

level Output Kegiatan

=

Dilaksanakan
mengikuti

siklus

APBN yaitu pada T-1

. Informasi
responsif
dijelaskan
dokumen
Budget
(GBS)

~

anggaran
gender

dalam

Gender
Statement

adalah Anggaran yang respon terhadap kebutuhan

perempuan

dan  laki-laki, bertujuan  untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadian gender

2013 2014

BTN

2019

98 Kegiatan
Rp.243 M

DIREKTORAT

HIDUP

JENDERAL
DAN KEHUTANAN
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SARANA PAN PRASARANA RESPONSIF GENDER ' KEGIATAN

KEGIATAN
YANG
DILAKUKAN

Ruang Laktasi di Kebon Nanas Tempat Penitipan Anak Satpam wanita & Parkir Prioritas

PEMBANGUNAN MODEL KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Pemberdayaan Model bersama KLHK, KPPPA dan
masyarakat sekitar hutan GIZ-Forclime di wilayah areal
di Kabupaten Agam, percontohan yaitu
Sumatera Barat o Berau, Malinau dan Kapuas Hulu
b R
L8
T .. ot P i ||| esihe R
dalam pengelolaan Hutan Adat dalam pemanfaatan dan pelestarian Agam, Sumatera Barat flora penghasil pewama alam di percontohan yaitu
Wonseed Guaung Kiind, BIY flora penghasil pewama alam di Sumba Timur, NTT Berau, Malinau dan Kapuas Hulu
Sumba Timur, NTT
PROSIDING PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL -
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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PELAKSANAAN PENGHARGAAN
INOVASI PUG DI KLHK LOMBA PUG

KLHK 2020

BEBERAPA CONTOH INOVASI:
Kementerian:

Lomba PUG KLHK, pemenuhan sarana dan
prasarana responsive gender (ruang
laktasi, parkir prioritas, tempat penitipan
anak, dll)

BP2SDM:

Menyusun NSPK lembaga diklat responsive
gender, membuat E-Learning PUG

ITIEN: °-
Menerbitkan pedoman pengawasan PUG -
KLHK “
PDASHL: g
Aktif melibatkan wanita dan kaum a-

disabilitas dalam kegiatan KBR

KEGIATAN

KEGIATAN 5:3'(‘;““"
KEGIATAN

it DILAKUKAN
DILAKUKAN

Temu Nasional : Memperkuat Gerakan Pejuang Keadilan dan
Kesetaraan dalam Pengelofaan SDA di Indonesia
Jakarta, 27-28 Maret 2018

PROSIDING PE
PENEGA

ARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL
N INGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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ROADMAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020-2024

Berdasarkan isu gender yang ada pada bidang LHK, disusunlah rencana aksi yang dikelompokkan
berdasarkan identifikasi masalah, kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci sehingga
mudah digunakan sebagai dasar untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan PUG, yang
dikategorikan sebagai berikut:

A_Pemenuhan 7
(tujuh) k

B. Percepatan

P d Pel 1 PUG
prasyarat kunci

pelaksanaan PUG

KLHK

C. Pengembangan
inovasi responsive
gender di KLHK

ROADMAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020-2024

o Auiee U GENDER PENTERAS RENCANA Acst RINCAN RENCANA AXSH m'm
A Pemenchan Tapch Prasyerst Kunc PUG
Crmmee T Wash terdapat tetqakan QI > Pembut hebjaian sudah | > Advokas, sudecs, dan | > Advokau, sudersl dan | Semiah Rebijakan,
Varg retra greder Larera £aram tertarg greder worna FUG somalins PUG kepada Srogram dan kegatan
AT DETEaran D Dentet e bebam rengorad > me e R LK rengormd gender
eeion 1 bedum Sendakanys) gender dalam : ""':_’ e Serjeniang dan eselon 1. 2.
Atk etk g s Swrwtd v i 3t
e cier s rep i ackarg e > M etk K14 7 Melhusan etegras gender
Inghungan Mok dan ketutanan | e (oot geeser Sakarm regkam/uetaskan
g Cror e Larees s Sautons:
2 Merevss S memben
s argrgd emadaran
frecier dan bmatar an e
wetarg masrtase g Ridep due
Aehntanan o S
o engurad e
(2 | cetpeian 15 Mkipun wedeh dnunan | 5 Terbatinrys Rapewitis | > Traiming peringhatan 7 Woyown modd tasing | 5 haiah bebijskan KUK |
Pwtwr a0 Ketapakan ik meaun dan Capastas SOM s target L rengorad geertee

Brgiungan hedup dan
et s rengrrl gerdee

e Rebaban €L parg
Cotersas 0 Stost

7 Tersusurnya tuky
edieman teare

o
TN bt S gender be dalam ey (epOrat gerdder Artuan, program
Neaaan, program dan
rtpakan opme sscnal £rowr am dan depatan > Wortbop peryaunen San hepatan sesgurd
Argstan rewporad
g pcnal oo temn brtutan recer

et S pardasr
ROy ru map mus geeidee ke
Sbarn Sclearan pever aran
Irgiargan M dan

St arar, Dk Sob e
reratTa Teees T BNA

> gender yang seleh
oty i bk et

Srow am. dan kepatan
repnd greder
Preyismaran Aoicy Mref
Crmerteran Lrgangan
Mt dan Kabastarar
Bogrrad Coruter

2 Melibiin oo

Terbitnwa Podcy Brief
g perates
vecar s e/ tudan

PENGHARGAAN
ANUGERAH
PARAHITA
EKAPRAYA

Piala APE Pratama

Anugrah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan
tertinggl yang diberikan kepada KL dan pem erintah daerah yang
@il berhas: | mendorong pengembangan program pemberdayaan
perempuan dan pengemMbaNgan NSias: UPIYa PENGNLOgrasan sy
gender

Kementerian LHK telah mendapatkan APE yaitu
Tahun 2011 APE Pemula

Tahun 2012, 2013, 2014 APE Madya
Tahun 2016 APE Utama

Tahun 2018 APE MENTOR

Piala APE Madya

Piala APE Mentor

ROADMAP
PELAKSANAAN
PUG 2020-2024

PROSIDI
P

DIREKTORAT
HIDUP

JENDERAL
DAN KEHUTANAN
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ROADMAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020-2024

Arper

Poran Serta
Maryarahat

Poran sorta manya dkat
Aalarm hogatsn hingh urgan
hedup dan ketutana bebam

PINYEBAS

Belum adarya venstvtay
Bender pada petabsans
prograny keglatan

hevetaraan dan keadidan

pender
Bolum tersadanys data
Vang memadal dan tee
update tentang peran
porempuan dakam berbagal
bidang Wnghungan h dup dan
hebnitanan

Nedup dan
kebatanan

RENCANA AXSH

Advohav dan sudeenu
SO gereder
darl teghat hulu ke
tinghat hike

Pometaan dan
pendobumentau an
beglatan koguatan
Porempuan dalam

Dot tagal tadang

Ungk: Hidup dan

RINCIAN RENCANA AXS

Advchan dan audern
1ERLang Venutitas gender
| Bnghat s e tinghat
Pebe

Peerbustan dokumentand
egpatan bepatan

et emguan dalam berbaga
Bidang Snghungan hdup
dan betutanan

Lapavtan

Kehutanin
Pongembangan
bapasitas masyarakat
responsif pender
dengan keterwakilan
POrempUan

(metworking) dari
tnghat nasional,
provinal, Kabupaten/
kota, kecamatan
hingga di tingkat dess

R prre]
Render dergan
Reterwakilan peremousn
Optimaliani kemitraun
(networking) dari tingkat
mational, proviei,
Rabupaten/ bota,
Kecamatan hingga & tinghat
Desa

ROADMAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020-2024

Bebrn e st arvya brtec S
s et e
Dada bertongs gt Loy wes
g Wb e hebes aren

" et adarys prestaman

teetang pertedamn
L
puerengnan pads Wenbags
el Lryanan beghrgen
Ped A bt

o greader CPamgeon

S ang pranae ang L
reiponst gerder

Kalermbagasn PG

W GENCER

meneghathan ndbato eukro
Novetar aen dan beaddan

090) dan Incdeks Kot dovasn
| pender 00)
Togpng rerpaonsd geesder pads
Bohmens a0 4 mash
mengakam bevdtan dalam
rplementan di Lapangan

v

| Meshigun sudah terbentut
helompok kevja gerader dan

| pender focal point, mamun

| hegaatan yang Slakuban mauh
Dersfat spor s dan bebum

| berketanjutan

+
7 Swmber daya manminia yang
revponnif gender behum

Ml ata Pads senmis Uit

‘
rvaians efebTnitanrmys dakiim

7 Bobam ada rencana ke
yang tevintogr asi atau
Kurang jelas
Roor denannrys barena
32 Rambatan bowsdary
orgonuation

7 Ketorbataan wakty

untuk mengibit
pelathan terhat PUG
bidang KUK

T Advokani, satienss dan
Joxus Group dacuiion
tentang PUG KLHK

Rakor FUG bt pokgs dan |
gender foced point serta

Wt uet bevia & eternad
dan settor tertat
Perryussnan program ens
Labuanan pads poge dan
erader fox ol pownt
Morstonng dan evabhae
Pk prog am bens

Terumanmys prog sm
herpa tahanan

{5 Oaea Torpitah

I Tungsinga
Kurangriya negosiator
gerder i form forum

internasional

v

bidang linghungan hidup dan
Rohutanan, tetapl bekum
mersta pada sernua badang
Belum digunakanerys data
torpilah menurut jenks

min sebagal dasar
intervenst kebijskan/
programy keglatan

v

v

Do tersedarmy @ v ars
Serwkap modia KL bidang
Sewkungan hidup dan
Rebastanan responsif gender
» Delum dimilikioga panduan
teknik analisis gonder bidang
ek ungan hidup dan
ebatanan

> Sudah tordapat data pllah di |

PENYERAR

fungsinya masing
masing

» Keterbatasan
pemahaman untuk
melakikan negoskash
gender di forum forum
irternasional

Belum adanys

RENCANA AKSI

BANCIAN RENCANA AXSH

wama
Pelatihan PPRG
(Petryusuman dokurmen
GAP, GBS dan TOR responil
Gonder)

Polatihan reviu Dokumen
mhG

Polatihan teknik tebnik
regosiasl gender & Sorum
ntermavonal

| > P Intrurmen

v

v

¥

peayusunan dats terpdah
menurut jees kolamin di
idang linghungan hidup

dan kehutanan

Terbatasiys kapavtas

data terpilah menurut
Joevns kelsenin di bidang
Beghunigan hidup dan

hobautanan

| Pomusunan st/ took

data terplah menurut jenls
[
Snghungan hidap dan
Lebutanan

Rapat koordna
poryusunan dokumen data
100 Pt Merant jores
Rrdarmin & bidang
Snghungan hidap dan
Aebatanan

WOROP porrpuvanan

v

v

SOM datam
St/ tools respont
b

PUG, sepertl poster/

infografis tentang PUG,

o

medis 01 bidarg
Anghungan hidup dan
Redustanan tesgonsd gender

> Workihop perrpusnen
ko pandusn teksik
anslius geeder tudarg
Anghungan hidup dan
Aebutanan

INDIKATOR
KEBERMASIAN

Data torpilah menurnt

pern kelarmin d beang
Hinghungan hadup dan
hehutanan

175 Tumniah media Kt

bidang Wnghungan
hidup dan
bebananan responsl

» Bk panduan
teknibh analivie
perdes bedang
ek ungan hidup
dan bebustanan

|

N HIDUP

DIREKTORAT
DAN KEHUTANAN

JENDERAL




BAB Il — PRESENTASI MATERI

ROADMAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020-2024
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ARAHAN PERENCANAAN DAN KEGIATAN PUG KLHK 2020-2024

ARAHAN MENTERI LHK

“Saya mendorong, seluruh jajaran KLHK

mampu berkomitmen untuk

mengimplementasikan PUG melalui ‘ . . Renstra KLHK , Renstra Eselon |, Renstra Satker (UPT) yang responsif Gender
) ;

. Pedoman Penyusunan Renstra yang Responsif Gender

rencana kebijakan, program/kegiatan . , . T e

dil d St ‘7\ - .Ren]a KLHK yang Responsif Gender (Renja Sekjen, Renja Birocan)
yang adil dan setara, serta melakukan !
inovasi yang dapat mendorong 2 . Penandaan ARG KLHK (Tagging KRISNA)

percepatan PUG Bidang LHK”

Penelaahan RKA/KL (Surat edaran karocan kepada unit kerja untuk menyampaikan kegiatan
Responsif Gender dengan melampirkan dokumen GAP, GBS, dan TOR

Siti Nurbaya, 9 Oktober 2020 - ®
y . Pembenahan sarpras Responsif Gender

ARAHAN PERENCANAAN DAN KEGIATAN PUG KLHK 2020-2024

+ DataTerpilah yangs elalu update * Sub Pokja berperan aktif dalam * Organisasi Sub Pokja UPT harus ada
* Roadmap/Rencana aksi PUG Eselon sosialisasi PUG KLHK (di Eselon | « Pemenuhan 7 yarat
- e e TERIMAKASIH. ..
* Rakor Rencana Aksi PUG UPT Kementerian K/L atau ke sektor gender e
masing-masing Eselon | LHK di daerah ) * Menjamin pemahaman terhadap
« Lagu PUG Eselon I, Jargon, HasTag * Mendorong Sub Pokja untuk konsep gender dan roadmap PUG
+ Tema PUG Eselon | me"s"“ba:ﬁac:‘;‘é"‘i"“;‘ et UPT dan KLHK.
* Meningkatkan Komitmen Eselon | il At

terhadap Implementasi PUG masing-masing

* Percepatan penerapan PUG di UPT
masing-masing

PROSIDING P

E ARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL
PENEGA N INGKUNGA

N HIDUP DAN KEHUTANAN
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RESPONSIF

KEMENTERIAN %
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DITJEN GAKKUM KLHK

1. KOMITMEN
TERSUSUNNYA ROADNNAP PUG
GAKCLM LMK 3000 0.0 2834
TERSEDA

4. SDM & ANGGARAN
GEMDER CHMAMPION, FASLITATOR,

2 KEBIJAKAN
TAGGING GENDER 50 OUTPUT
RA WL GAKSLM KLHK (KRSNA)

5.DATA TERPILAH, SISTEM

& BAHAN INFORMASI
SERAGAI PENBUKA WAWASAN

3. KELEMBAGAAN
TERAENTUKNYA SUB KELOMPOK
NERIA PUG GAKNUM PUSAT DAN
DAL GAXKUM LHK

6. METODE DAN TOOL
GENDER BUOGET STATEVENT &
GEMDER ANALY TICAL PATMWAY

CAPACITY BULDING

PELAKSANAAN 7
PRASYARAT GENDER
DITJEN. GAKKUM LMK

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2015-2020

7. PERAN SERTA

MASYARAKAT prnancanan
PENGADUAN MASTARANAT den
PENYELESAAN SENGEETA LW

@ Study F gak. Hukum LHK dan Road Map
Pengarusutamaan Gender sebagal acuan Rencana Strategi TA
2020 s.d 2024 yang Responsif Gender”.

Banghok {13102019), Mendepat 3 kalegon pargherguan
di kategon novwal regrites & beperminpinan perder
di Anis Ensirosemant’ Enforcarmast Awwdy Shus 2019

e 0 Tarswdiryn Sarurs Prasucans Linghurgan Kera yp Resporo!
‘ o ) Gender (Runcuasi Tolet Prin dun Waris, Aksas Wadhy, Rusngy
@W Shudat, Lourge, Ops Room, foseng Ietercgasi TSK)

p DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

o ° Jakaris, 14 Oblober 2000

INOVASI &
PENGHARGAAN

Tersediryn Rusng  Lubous ustik Keryawad begeup
Drukianet Jarderd Penegaban Habum Linghurgan Hidup
dan Kehutanan

Tarswciarna Serars Prasarans Penegaban Hubum LHK
ustu Rerjs can L "

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER

Undang Usdang No 7 Tahun 1984 testing Pergesahan Koswensi mengenai
Purghipusin segala bentuk Diskrissinisi terhadap Perempuin (Lembares Negara
Reputlik Indonesia Tahun 19984 nomor 29, tambahas negare Repudlik Infcnesa
Nomaor 32777);
Instruksi Presides Nomor S Tahun 2000 tentasg Pergicuuitamain Gender dalam
Pembangunan Nasional
Puratucan Menteri Linghkungan Hidup dan Kehatanan Nemer
P31 /MENLHK/SETIEN/SEY.1/5/2017 testang Padoman Pelaksinaan Pesgaruiutamaan
Gender bidasg Linghungan Hidup dan Kehutasan [Berita Negara Republic Indcnesa
Tahus 2017 Nemor 749},

Menteri Hidup dan Xehut Repubiik Ind Nemer
SKAS6 /MenLHK-Setjen/Rocan/2016  testang  Kelompek Kera  Pesgaruutamaan w -
Gendar (PUG) tisghat ementeran Ungeangan Hidop dan kedbutanas
Peraturan Dicecktur Jenderal Penegakion Hukum Unghungan Hidep des Kebutenan
Nemor. P2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020 tentang Road Map Pergirusutamain Gender
Pada Direhrorat Jesderal Pesegakian Hokuss Lingk Hidup dan Kehut Tahun
2020 5.4 2024;
Keputusan Dicekter Jenderal Pesegaban Hubkum Unghungaes Midup dan Kebutanan
Nemor.  SKA0/PHLHK/SET/SEV.1/6/2020  tentang Sub Salomgok Karja
Pergirusatamain Gender lisghup Direhtorat Jenderal Penegakan Mokem Linghungan
Hidup dan Kehutasan Tahus 2020;

Jalan Menuju Kesetaraan:
Rracrup Pergan saman Cendec 2120- 2024

g L
Pty
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SE SETDITJEN PHLHK DIREKTORAT PHP LEK

DIREKTORAT JENDERAL
HIDUP DAN KEHUTANAN
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IMPLEMENTASI SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER 2015 s.d 2019
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PENEGAK HUKUM DILAKUKAN BAIK OLEH APARAT PEREMPUAN DAN LAKI LAKI

5. MELALUKAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM
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OPERASI PENGAMANAN HUTAN

PENYIDIKAN BERACARADI PERADILAN PERDATA

P i AGAS]|

BERBAGAI UPAYA DITJEN GAKKUM DALAM PENGARUSUTAMAKAN GENDER UNTUK MASYARAKAT

MEMFASILITAS| KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN

PERUSAHAAN umu5 MENDAPATKAN HAK NYA MENERIMA PENGADUAN DARI

MASYARAKAT DARI BERBAGAI
KANAL PENGADUAN YANG DAPAT
DIAKSES OLEH MASYARAKAT BAIK
LAKI LAKI MAUPUN PEREMPUAN

RENCANA KE DEPAN

PENINGKATAN KAPASITAS STAF UNTUK
MENGIMPLEMENTASIKAN
PRACTICAL GENDER CONCERN
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MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA
YANG SENSITIF GENDER

PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM REFORMASI KEBIJAKAN
DAN PERATURAN

MONITORING DAN EVALUASI YANG
SENSITIF GENDER
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RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KE DEPAN DITJEN. GAKKUM LHK 2.1 1. PENINGKATAN KAPASITAS STAF IMPLEMENTASI PRACTICAL GENDER CONCERN
PRIORITAS DAN SASARAN ROAD MAP PUG DITJEN GAKKUM KLHK TA 2020 s.d 2024 200 2021

NEWLLUOIAN LINGONGAN AUAM REFORMAS! KE LN 100 staf Ogen 200 stef Ditjen 00 staf DNEen
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Serber: Dot Rencans Stuegs Digen Gabdbas KUK TA 2008 5.0 2004

2. PENINGKATAN KAPASITAS STAF IMPLEMENTASI PRACTICAL GENDER CONCERN .3 3. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SENSITIF GENDER
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4. PUG DALAM REFORMASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN 25 5. MONITORING DAN EVALUSI YANG SENSITIF GENDER
2022

“Tidak ada penegakan hukum tanpa F7
integritas. Integritas adalah kebarusan '
dalam menegakkan hukum, walaupun sulit
merawatnys”

WE FIGHT AGAINST X-CRIME ) )

Gedung Manggala Wanabakli Blok IV L1 4,
Jalan Jenderal Gatol Subrolo, Senayan, Jakarta

ditjengakkum@menihk go.id
% www.gakkum menhk go.id

(021) 5790 2825

TERIMA KASIH

E AGAINST

ER DIREKTORAT JENDERAL

PROSIDING RUSUTAMAAN
PENEG HUKUM LINGK HIDUP DAN KEHUTANAN
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Hasil Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM selama 2 hari, 14-15 Oktober 2020 ini adalah 40 orang yang mempunyai
peran strategis untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender Ditjen GAKKUM telah disosialisasikan dan telah mempunyai
pengetahuan tentang Apa itu Gender dan bagaimana cara nya untuk merespon gender agar setara dalam melakukan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

40 orang yang sudah dilatih telah :
* Mampu Mengindentiifikasi isu Gender
* Mampu Mengindentifikasi Faktor Penyebab
* Mampu Mencari Jalan Keluar melalui 7 isu penting : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sarana prasarana, data dan informasi,
metodologi-instrumen dan peran serta masyarakat
* Mampu membuat Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut Pelatihan ini, maka berikut ini adalah arahan dari Setditjen, sesuai dengan road map GAKKUM :

* Kepala Balai dan Direktur mengidentifikasi agent of change yang akan menjadi fasilitator dari Pengarusutamaan Gender di Unit
Satker Masing-masing. dan dibuat renstra aksi untuk 7 area perubahan Pengarusutamaan Gender : mengidentifikasikan isu-isu
gender, mencari factor penyebab, mencari jalan keluar dan membuat rencana aksi.

+ Bagian Program dan Evaluasi akan mengembangkan Bahan Ajar Pengarusutamaan Gender agar setiap kepala Balai, Direktur
dan Agen of Change di masing masing satker dapat menyebarluaskan konsep kesetaraan Gender dan mengembangkan
mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender.

* Untuk Direktorat Penegakan Hukum Pidana, PPSA dan PPH, diminta untuk identifikasi Alat Pelindung diri responsif gender

* Untuk kepala Balai yang sedang membangun Gedung GAKKUM KLHK, mohon dipastikan sarana prasana disediakan baik untuk
keseteraan gender, ramah anak dan ramah untuk kaum disabilitas.

Demikian pertemuan kita selama 2 hari, kita harus terus menerus mencari kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi nyata Pengrusutamaan
Gender, bukan dengan maksud untuk memenangkan lomba, akan tetapi agar seluruh staf dan aparat gakkum dapat bekerja maksimal
tanpa hambatan, dan masyarakat mendapatkan keadilan hukum dan akses bagi perempuan dan laki laki.

PROSIDING PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN







RENCANA AKSI DIREKTORAT PPSA

PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI

RINCIAN RENCANA AKSI

2020

A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG KLHK

Sosialisasi PUG

> Sosialisasi PUG kepada pejabat struktural

secara berjejang dari eselon 3 dan 4 serta
kepada staf lingkup Direktorat PPSA

Identifikasi Tren
Pengaduan

Membuat data terpilah pengadu berdasarkan
jenis kelamin

Penyusunan Alat/ Tools
pelaksanaan
penanganan
pengaduan,
pengawasan penaatan
dan pengenaan sanksi
administrasi yang
responsive gender

Workshop penyusunan buku panduan
PPLH terkait teknik pelaksanaan
penanganan pengaduan, pengawasan
penaatan dan pengenaan sanksi
administrasi yang responsive gender,
antara lain:

1) Keamanan petugas penerima
pengaduan dalam menghadapi pengadu
baik pria maupun wanita, dari berbagai
macam latar belakang, kelompok
tertentu, dsb.

2) Keamanan PPLH dalam melaksanakan
pengawasan penaatan di suatu
perusahaan maupun di berbagai kondisi
geografi

Pengadaan Sarana dan
Prasarana yang
responsive gender

Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana PPLH yang responsive gender di
Direktorat PPSA

2021

2022

2023




RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020

> Membuat kajian standar pelaksanaan
pengadaan sarana dan prasarana PPLH
yang responsive gender di Direktorat PPSA

Peningkatan Kapasitas PPLH| » Mengadakan pelatihan tentang tata cara
dan staf perihal kerja Direktorat PPSA yang sensitif Gender
penanganan pengaduan
dan pelaksanaan
pengawasan maupun
pengenaan Sanksi
Administrasi yang sensitif
gender

B. Percepatan Pelaksanaan PUG KLHK

Sosialisasi PUG kepada » Mengadakan pertemuan sosialisasi PUG
pejabat struktural secara kepada semua pejabat atau staf lingkup PPSA
berjejang dari eselon 3 dengan mengundang pakar PUG
dan 4 serta kepada staf | » Refreshment pemahaman pelaksanaan
lingkup Direktorat PPSA pengarusutamaan Gender setiap 1 tahun
sekali
Membuat data terpilah » Menambahkan form jenis kelamin di dalam \
pengadu berdasarkan jenis aplikasi pengaduan
kelamin

Workshop penyusunan » Membuat tim dalam penyusunan buku

buku panduan PPLH panduan yang responsive gender, ramah anak
terkait teknik dan ramah disabilitas yang melibatkan TU,
pelaksanaan subdit pengaduan, subdit pengawasan dan
penanganan pengaduan, sanksi administrasi

pengawasan penaatan » Membuat tata cara penanganan pengaduan
dan pengenaan sanksi yang ramah anak dan ramah disabilitas.

administrasi yang




RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020 2021 2022 2023

responsive gender,

antara lain:

1) Keamanan petugas
penerima pengaduan
dalam menghadapi
pengadu baik pria
maupun wanita, dari
berbagai macam latar
belakang, kelompok
tertentu, dsb.

2) Keamanan PPLH
dalam melaksanakan
pengawasan penaatan
di suatu perusahaan
maupun di berbagai
kondisi geografi

1) Mengidentifikasi » Memiliki data terpilah sesuai kebutuhan y
kebutuhan sarana dan sarpras PPLH di lingkup direktorat PPSA
prasarana PPLH yang

responsive gender di ) ]
Direktorat PPSA untuk masing-masing staf

sehingga pengadaan bisa adil dan setara

2) Membuat kajian
standar pelaksanaan
pengadaan sarana dan
prasarana PPLH yang
responsive gender di
Direktorat PPSA

Pelibatan teman disabilitas| » Mengusulkan perekrutan staf disabilitas
dalam penginputan kepada Biro Kepegawaian

database Pengaduan dan
e-monitoring




Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Direktorat PSLH Ditjen GAKKUM

Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PUG

Pokja PUG Dit. PSLH

Pokja

» SK Sub Pokja

» Penyusunan program
kerja tahunan pada
pokja dan gender focal
point

INDIKATOR
No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KEBERHASILAN
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG
1. | Komitmen SDM Staf di PSLH belum memahami Pemahaman Seluruh Staf Sosialisasi PUG > Seluruh Staf Dit. Seluruh staf PSLH
PUG Dit. PSLH masih rendah PSLH Memahami Paham dan Mengerti
tentang PUG tentang PUG
» Penyusunan data
tepilah
» Penyusunan Road
Map Responsive
PUG 2020 - 2024
2. | Kebijakan Belum tersusunya SK Minimnya Pemahaman Menyusun SK sub > Sub Pokja PUG » Tersusunya SK
Responsive Gender, GBS PUG Pokja, GBS dan Dit.PSLH sub pokja
dan belum terimplmentasi pelaksanaan > Penyusunan GBS » Tersusunya GBS
. » Terlaksananya
> Implementasi . .
PUG terhada implementasi
P PUG
seluruh staf
Pegawai Dit. PSLH
3. | Kelembagaan Belum tersusunya SK Sub Belum tersedinya SDM | Menyusun SK Sub

» Tersusunya SK
Sub Pokja

» Tersusunnya
program kerja
tahunan

42




Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Direktorat PSLH Ditjen GAKKUM

sebagai Agent of
change

dan anggaran

terkait PUG

staf Dt. PSLH

> Penugasan
personal staf
Dit.PSLH untuk
mengikuti
pelatihan Agent
of Change
Resposive gender

> Penunjukan
sebagai Fasilitator
responsive gender

INDIKATOR
No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KEBERHASILAN
» Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
program kerja pokja
dan gender focal point
4. | Sumber daya » Belum tersedianya SDM | > Keterbatasan waktu | Pengusulan Anggaran > Pelatihan seluruh Tersedianya SDM

yang responsive
gender sebayak
40 orang
Tersedianya SDM
sebagai Agent of
Change sebanyak
3 orang
Tersedinya SDM
sebagai fasilitator
responsive
gender

atau panduan pada
Dit.PSLh yang

SDM dalam
penyusunan alat/

Tools pendukung
implementasi PUG

Kebutuhan alat
pelindung diri

5. | Data Terpilah Belum tersedinya data Belum adanya data Penyusunan data » Indentifikasi data Menurut Jenis
terpilah sesuai jenis terpilahmenurut jenis | jenis kelamin, terpilah kelamin dit. PSLH
kelamin yang dipergunkan | kelamin sebagai dasar | jabatan, golongan » Penugasan staf
unutk mengambil intervensi kebijakan/ dan umur menyusun data
keputusan pimpinan program/ kegiatan terpilah
dalam penentuan
penugasan staf

6. | Alat/Tools > Belum tersedianya alat | Terbatasnya kapasitas | Penyusunan Alat/ > ldentifikasi > Jumlah sarana

yang responsive
gender
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PSLH belum memperoleh
akses bagi masyarakat
perempuan

pada pelaksana
program/ kegiatan
lingkungan hidup di
Dit. PSLH

perempuan dalam
PSLH

» Pengembangan
kapasitas
masyarakat
perempuan yang
responsif gender

» Optimalisasi
Kemitraan
(networking) dari
tingkat daerah

yang melibatkan
masyarakat

> Penyusunan
Pedoman
Resposive gender
dalam PSLH yang
melibatkan
masyarakt

> Implementasi
penyelesaian
sengketa terkait
akses terhadap
pemberdayaan
perempuan untuk
mendapatkan
manfaat terhadap
perekonomian
keluarga.

INDIKATOR

No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KEBERHASILAN
responsive gender tools responsive dalam > Tersedia
gender penyelesaian anggaran

sengketa LH
> Penyusunan GPS

7. | Peran Serta Peran serta masyarakat Belum adanya > Advokasi pada > FGD Responsive Masyarakat
Masyarakat dalam kegiatan kegiatan sensitivitas gender masyarakat gender Dit. PSLH perempuan

memperoleh
APKM terhadap
PSLH
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No Aspek

ISU GENDER

PENYEBAB

RENCANA AKSI

RINCIAN RENCANA AKSI

INDIKATOR
KEBERHASILAN

B. Percepatan Pelaksana

an PUG

1. Peningkatan
Kapasitas SDM
responsive
gender

Staf PSLH, Masyarakat
Perempuan, LSM, Kemitraan
belum memahami PSLH

Kurangnya Advokasi dan
Ketersediaan anggaran

> Advokasi pada
masyarakat
perempuan dalam
PSLH

» Pengembangan
kapasitas
masyarakat
perempuan yang
responsif gender

» Optimalisasi
Kemitraan
(networking) dari
tingkat daerah

» Menyebarluaskan
materi komunikasi,
informasi dan edukasi
terkait PUG PSLH di
Luar Pengadilan dan
Melalui Pengadilan

» Pendidikan dan
Pelatihan PUG
terhadap Staf PSLH,
Masyarakat
Perempuan, LSM,
Kemitraan terkait
PSLH

Seluruh staf PSLH
Paham dan Mengerti
tentang PUG
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Roadmap Pelaksanaan PUG Dit. PSLH KLHK Tahun 2020-2025

Penyusunan Modul
Resposive Gender Sesuai
Kebutuhan Dit. PSLH

» Penyaringan dan penyusunan

materi modul

RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020
Sosialisasi PUG > Seluruh Staf Dit. PSLH Memahami \Y
tentang PUG
» Penyusunan data tepilah v
» Penyusunan Road Map
Responsive PUG 2020 - 2024 Y
Peningkatan Kapasitas Staf| > Sub Pokja PUG Dit.PSLH v
Dit. PSLH dalam > Penyusunan GBS v
Implementasi PUG > Implementasi PUG terhadap
seluruh staf Pegawai Dit. PSLH Y
Peningkatan Konsep » Seluruh Staf Mendapatkan Konsep \Y
Responsive gender tentang gender
» Pengembangan Konsep gender
terhadap mitra Dit.PSLH
» Pembentukan tim penyusun \Y

Pelatihan staf DIt.PSLH
untuk di tugaskan sebagi
Agent of change

> Pelatihan seluruh staf Dt.
PSLH

> Penugasan personal staf
Dit.PSLH untuk mengikuti
pelatihan Agent of Change
Resposive gender

> Penunjukan sebagai
Fasilitator responsive gender

Penyusunan Alat/ Tools

> Identifikasi Kebutuhan alat
pelindung diri dalam
penyelesaian sengketa LH

> Penyusunan GPS

2021

2022 2023
v v
v v
v v
v v
v v
\ v
\ v
v v
v

v v
v v
v v
v v

46



Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Direktorat PSLH Ditjen GAKKUM

RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2023

Inovasi Resposive Gender > FGD Responsive gender Dit.
PSLH yang melibatkan
masyarakat

> Penyusunan Pedoman
Resposive gender dalam PSLH
yang melibatkan masyarakt

> Implementasi penylesaian
sengketa terkait akses
terhadap pemberdayaan
perempuan untuk
mendapatkan manfaat
terhadap perekonomian
keluarga.

B. Percepatan Pelaksanaan PUG Dit. PSLH

> Peningkatan Kapasitas » Advokasi sensitivitas Gender PSLH
SDM responsive gender | > Menyebarluaskan materi
komunikasi, informasi dan edukasi
terkait PUG PSLH di Luar
Pengadilan dan Melalui
Pengadilan

» Pendidikan dan Pelatihan PUG
berjenjang mulai dari tingkat
pemula, tingkat madya dan
tingkat utama

» Mengikuti dan mempersipkan
Lomba Gender Champion Internal
GAKKUM, KLHK
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Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Balai Gakkum LHK Wilayah

No

Aspek

ISU GENDER

PENYEBAB

RENCANA AKSI

RINCIAN RENCANA AKSI

INDIKATOR
KEBERHASILAN

A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG

1. Komitmen Komitmen UPT untuk Penyediaan sarana » Merencanakan » Mengusulkan dan 1 Bangunan gedung
menindaklanjuti komitmen pusat | responsif gender belum Pembangunan menyiapkan anggaran responsif gender
terkait penyediaan sarpras menjadi skala prioritas Gedung Responsif pengadaan sarana dan 1. Ruang Laktasi
rensponsif gender belum ada Gender prasarana responsive 2. Toilet terpisah laki-laki
» Melaksanakan rehab gender : dan perempuan
kantor yang » Memberi masukan dalam 3 Parki kh i
responsive gender perencanaan . Farkir Knusus prioritas
pembangunan gedung 4. Ruang ramah anak
> Merencanakan responsive gender
pembangunan sarpras
sampai pada UPT
yang responsif gender
2. | Kebijakan Roadmap PUG Gakkum Belum dipahaminya cara | Penyusunan Renstra Penyusunan tim Dokumen Renstra dan
belum diimplementasikan dan | mengintegrasikan UPT Responsif Gender | Penyusunan Renstra roadmap PUG UPT
belum menjadi renstra UPT perspektif gender dalam Responsif Gender
rencana aksi Pendampingan
3. | Kelembagaan sub pokja PUG yang sudah Anggota sub Pokja PUG | Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub | Tersusunnya program
PUG terbentuk belum memiliki masih belum memahami | anggota sub Pokja Pokja dalam kegiatan kerja tahunan

rencana kerja sub Pokja PUG

tusinya

Bimbingan Teknis atau
Pelatihan terkait PUG

» Penyusunan program
kerja tahunan pada sub
Pokja PUG

» Monitoring dan evaluasi
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pelaksanaan program
kerja Sub Pokja

Sumber daya

» Sumberdaya manusia di
UPT belum
mengintegrasikan
persfektif gender dalam
TUSInya secara optimal
yang responsif gender

» SDM di UPT belum
pernah mengikuti
pelatihan gender

Pelatihan Sensitivitas
gender bagi SDM UPT

» Mengadakan pelatihan
gender secara bertahap

» 10% SDM mengikuti
pelatihan sersitivitas
gender pada tahun
2021

» 30% SDM mengikuti
pelatihan sersitivitas
gender pada tahun
2022

> 50 % SDM mengikuti
pelatihan sensitivitas
gender pada tahun
2023

Data Terpilah

Sudah terdapat data terpilah
terkait SDM pada UPT Balai
Gakum Sumatera

Belum digunakannya data
terpilah menurut jenis
kelamin sebagai pelaksanaan
kegiatan

Terbatasnya
pemahaman terkait cara
melakukan analisis
gender sebagai dasar
pengambilan keputusan

Penyusunan dokumen
analisi data terpilah
menurut jenis kelamin di
UPT Balai Gakkum
Sumatera

» Penyusunan instrumen
data terpilah menurut

jenis kelamin di UPT Balai

Gakkum Sumatera

Dokumen hasil
analisis Gender UPT
Balai Gakkum
Sumatera

Alat/Tools > Belum dimilikinya panduan | Belum tersedianya Penyusunan panduan » Focus Group Discussion | » Buku Saku teknik
teknik analisis gender kapasitas SDM dalam teknik analisis gender terkait penyusunan buku analisis gender
bidang Penegakan Hukum | penyusunan alat/ tools bidang Penegakan saku teknik analisis bidang Penegakan
LHK responsive gender Hukum LHK gender bidang Hukum LHK

Penegakan Hukum LHK
Peran Serta Kemitraan antara UPT Balai | Belum dimilikinya SOP » Penyusunan SOP Penyusunan SOP Dokumen SOP
Masyarakat Gakkum dengan masyarakat | untuk antara UPT Balai Kemitraan antara Kemitraan antara UPT
belum mempertimbangkan Gakkum dengan UPT Balai Gakkum Balai Gakkum dengan
keadilan dan kesetaraan masyarakat yang dengan masyarakat masyarakat belum
gender mempertimbangkan belum mempertimbangkan
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keadilan dan kesetaraan mempertimbangkan keadilan dan
gender keadilan dan kesetaraan gender
kesetaraan gender
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Sumatera

Pelaksanaan PUG di Kementerian LHK ini akan dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum

dalam Tabel 4.
Tabel 4. Roadmap Pelaksanaan PUG KLHK Tahun 2020-2023
RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020 | 2021 @ 2022 2023
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG KLHK
» Merencanakan » Mengusulkan dan menyiapkan
Pembangunan Gedung anggaran pengadaan sarana dan
Responsif Gender prasarana responsive gender
S > Memberi masukanbdalam ; X X
kantor yang responsive perencanaan pc(ejm angunan gedung
gender responsive gender
» Merencanakan
pembangunan sarpras
sampai pada UPT yang
responsif gender
Penyusunan Renstra UPT [Penyusunan tim Penyusunan
Responsif Gender Renstra Responsif Gender
Pendampingan
Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub Pokja X
anggota sub Pokja dalam kegiatan Bimbingan Teknis
atau Pelatihan terkait PUG
» Penyusunan program kerja tahunan X X
pada sub Pokja PUG
» Monitoring dan evaluasi pelaksanaan X X
program kerja Sub Pokja
45
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Sumatera
RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020 | 2021 @ 2022 2023
Pelatihan Sensitivitas » Mengadakan pelatihan gender X X
gender bagi SDM UPT secara bertahap
Penyusunan dokumen » Penyusunan instrumen data terpilah X
analisi data terpilah menurut jenis kelamin di UPT Balai
menurut jenis kelamin di Gakkum Sumatera
UPT Balai Gakkum
Sumatera
Penyusunan panduan » Focus Group Discussion terkait X
teknik analisis gender penyusunan buku saku teknik
bidang Penegakan Hukum analisis gender bidang Penegakan
LHK Hukum LHK
» Penyusunan SOP Penyusunan SOP Kemitraan X X
Kemitraan antara UPT antara UPT Balai Gakkum
Balai Gakkum dengan dengan masyarakat belum
masyarakat belum mempertimbangkan keadilan dan
mempertimbangkan kesetaraan gender
keadilan dan
kesetaraan gender
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Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

INDIKATOR
No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KEBERHASILAN
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG
1. | Komitmen Komitmen UPT untuk Penyediaan sarpras Merencanakan » Mengusulkan dan Bangunan dengan
menindaklanjuti komitmen pusat | responsive gender beum penyediaan sarpras pada menyiapkan anggaran sarpras responsive
terkait penyediaan sarana menjadi skala prioritas UPT yang responsive pengadaan sarana dan gener : ruang laktasi,
responsive gender belum ada gender prasarana responsive toilet terpisah laki dan
gender perempuan, tempat
» Memberi masukan dalam | ibadah, parking, laktasi
perencanaan rehab anak
gedung responsive
gender
» Melengkapi sarpras yang
responsive gender
2. | Kebijakan Roadmap PUG Gakkum Belum dipahaminya cara Penyusunan renstra dan | Penguatan tim, Dokumen renstra dan
belum diimplementasikan dan | mengintegrasikan perspektif | roadmap pug pendampingan, workshop | roadmap PUG
belum menjadi bagian integral | gender dalam renstra upt
dari renstra UPT
3. | Kelembagaan Sub pokja PUG yang sudah Anggota sub Pokja PUG | Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub | Tersusunnya program
PUG terbentuk memiliki rencana masih belum memahami | anggota sub Pokja Pokja dalam kegiatan rencana aksi
aksi tusinya Bimbingan Teknis atau
Pelatihan terkait PUG
» Penyusunan program
kerja tahunan pada sub
Pokja PUG
» Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
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kerja Sub Pokja

Sumber daya

Sumberdaya manusia di upt
belum mengintegrasikan
perspektif gender dalam
pelaksanaan tugas dan
fungsinya secara optimal

SDM manusia di upt
belum pernah mengikuti
pelatihan

Pelatihan sensitivitas
gender bagi SDM UPT

Mengadakan pelatihan
sensitivitas gender secara
bertahap

Setiap tahun sebanyak
25% pegawai mengikuti
pelatihan/sosialisasi
sensitivitas gender

Data Terpilah

Sudah terdapat data terpilah

Terbatasnya

Penyusunan dokumen

Penyusunan instrumen data

Dokumen hasil analisis

terkait SDM pada UPT Balai | pemahaman tentanga data terpilah menurut terpilah menurut jenis kelamin | gender balai
Gakum Jawa Bali Nusa cara melaksanakan jenis kelamin di UPT di UPT Balai Gakkum Jawa
Tenggara analisis gender sebagai | Balai Gakkum Jawa Bali | Bali Nusa Tenggara
Belum digunakannya data dasar dalam Nusa Tenggara
terpilah menurut jenis pengambilan keputusan
kelamin sebagai pelaksanaan
kegiatan
Alat/Tools Belum dimilikinya panduan Belum tersedianya Belum diimilikinya Workshop analisis gender Buku Saku teknik
teknik analisis gender bidang | kapasitas SDM dalam panduan teknik analisis analisis gender bidang
Penegakan Hukum LHK penyusunan alat/ tools gender bidang Penegakan Hukum
responsive gender Penegakan Hukum LHK LHK
Peran Serta Kemitraan antara upt gakkum | Belum adanya Optimalisasi Kemitraan | Optimalisasi Kemitraan SOP kemitraan upt
Masyarakat dengan masyarakat belum sensitivitas gender pada | (networking) pada (networking) pada tingkat | gakkum dengan

mempertimbangkan keadlian
dan kesetaraan gender

pelaksana program/
kegiatan penegakan
hukum lingkungan hidup
dan kehutanan

tingkat wilayah kerja
UPT Balai Gakkum LHK
Wil. Jawa Bali Nusa
Tenggara dengan
masyarakat yang
memertimbangkan
keadilan dan

wilayah kerja UPT Balai
Gakkum LHK Wil. Jawa
Bali Nusa Tenggara
dengan masyarakat

masyarakat
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kesetaraan gender
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Bali Nusa Tenggara

Pelaksanaan PUG di Kementerian LHK ini akan dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum

dalam Tabel 4.

Tabel 4. Roadmap Pelaksanaan PUG KLHK Tahun 2020-2023

RENCANA AKSI

RINCIAN RENCANA AKSI

A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG KLHK

Merencanakan penyediaan
sarpras pada UPT yang
responsive gender

» Mengusulkan dan menyiapkan
anggaran pengadaan sarana dan
prasarana responsive gender

» Memberi masukan dalam
perencanaan rehab gedung
responsive gender

> Melengkapi Sarpras yang responsive
gender

Penyusunan renstra dan
roadmap pug

» Penguatan tim, pendampingan,
workshop

Penguatan kapasitas
anggota sub Pokja

» Mengikutkan anggota sub Pokja
dalam kegiatan Bimbingan Teknis
atau Pelatihan terkait PUG

» Penyusunan program kerja tahunan
pada sub Pokja PUG

» Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program kerja Sub Pokja

Pelatihan sensitivitas
gender bagi SDM UPT

» Mengadakan pelatihan sensitivitas
gender secara bertahap
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Bali Nusa Tenggara

RENCANA AKSI

RINCIAN RENCANA AKSI

2020

Penyusunan dokumen data
terpilah menurut jenis
kelamin di UPT Balai
Gakkum Jawa Bali Nusa
Tenggara

» Penyusunan instrumen data terpilah
menurut jenis kelamin di UPT Balai
Gakkum Jawa Bali Nusa Tenggara

%

(networking) pada tingkat
wilayah kerja UPT Balai
Gakkum LHK Wil. Jawa
Bali Nusa Tenggara
dengan masyarakat yang
memertimbangkan keadilan
dan kesetaraan gender

(networking) pada tingkat

wilayah kerja UPT Balai Gakkum

LHK Wil. Jawa Bali Nusa

Tenggara dengan masyarakat

Belum dimilikinya panduan | > Workshop analisis gender \Y
teknik analisis gender

bidang Penegakan Hukum

LHK

Optimalisasi Kemitraan Optimalisasi Kemitraan v

2021

\%

2022 2023

V \%
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Roadmap Pelaksanaan PUG Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun dalam matrik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.
Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan

INDIKATOR
No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KEBERHASILAN
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG
1. | Komitmen Masih terdapat kebijakan » Sebagian Bangunan Merencanakan » Mengusulkan dan Terbangunnya
Sarana Prasarana Pada UPT masih berstatus pinjam | Pembangunan Gedung menyiapkan anggaran gedung yang
yang belum Responsif Gender pakai dengan UPT dan Pengadaan Sarana pengadaan sarana dan responsif gender
KLHK lainnya. Prasarana PUG prasaarana responsive Tersedianya sarana
gender dan prasarana yang
> Sarana dan prasarana > Memberi masukan dalam | 'coPOnsif gender
utk PUG masih belum perencanaan Terinovasinya
memadai di Lingkup pembangunan gedung bangunan gedung
balai gakkum responsive gender yang rensponsif
kalimantan gender
2. | Kebijakan Belum adanya SOP terkait Terbatasnya kapasitas Focus Group » Workshop penyusunan » Tersusunnya SOP
Penggunaan Sarana dan untuk Discussion terkait SOP Responsif Gender Responsi gender
Prasarana Responsif Gender | mengoperasionalkan penyusunan SOP pada Balai Gakkum
kebijakan responsive Responsif Gender pada LHK Wil. Kalimantan
gender ke dalam Balai Gakkum LHK Wil.
program dan kegiatan Kalimantan.
operasional di UPT Balai
Gakkum LHK Wilayah
Kalimantan
3. | Kelembagaan Meskipun sudah terbentuk Anggota sub Pokja PUG | Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub Tersusunnya
PUG sub pokja PUG tetapi masih belum memahami | anggota sub Pokja Pokja dalam kegiatan program kerja
kegiatan belum terlaksana Bimbingan Teknis atau tahunan
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dengan dan tersosialisi

terkait PUG

Pelatihan terkait PUG

» Penyusunan program
kerja tahunan pada sub
Pokja PUG

» Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
kerja Sub Pokja

Sumber daya

» Sumberdaya manusia
yang responsif gender
belum tersedia pada UPT
Balai Gakkum Kalimantan

Masih rendahnya
pemahaman Sebagian
Staf Lingkup UPT
Gakkum kalimantan
terkait responsif gender

Merencanakan
Sosialisasi PUG di
Lingkup UPT Gakkum
Kalimantan

> Kegiatan Sosialisasi
PUG di Lingkup UPT
Gakkum Kalimantan

» Jumlah SDM yang
memahami terkait
PUG

Data Terpilah

Sudah terdapat data terpilah
terkait SDM pada UPT Balai
Gakum Kalimantan

Belum digunakannya data
terpilah menurut jenis
kelamin sebagai pelaksanaan

Belum adanya
instrument penyusunan
data terpilah menurut
jenis kelamin di
Penegakan Hukum LHK
UPT Gakkum Wilayah
Kalimantan

Penyusunan dokumen
data terpilah menurut
jenis kelamin di UPT
Balai Gakkum
Kalimantan

» Penyusunan instrumen
data terpilah menurut

jenis kelamin di UPT Balai

Gakkum Kalimantan

» Data terpilah
menurut jenis
kelamin pada Balai
Gakkum LHK Wil
Kalimantan.

» Dokumen hasil
analisis gender UPT

kegiatan Balai Gakkum
Kalimantan
Alat/Tools Belum dimilikinya panduan Belum tersedianya Penyusunan Alat/ Tools | > Focus Group Discussion | > Buku Saku teknik
teknik analisis gender lingkup | kapasitas SDM dalam pendukung terkait penyusunan buku analisis gender
UPT Gakkum Wilayah penyusunan alat/ tools implementasi PUG panduan teknik analisis lingkup UPT
Kalimantan responsive gender gender lingkup UPT Gakkum Wilayah
Gakkum Wilayah Kalimantan
Kalimantan
Peran Serta Kemitraan antara UPT balai Belum adanya Kemitraan | Belum dimilikinya SOP | Kemitraan antara UPT »> Dokumen

Gakkum Kalimantan dengan

antara UPT balai

utk kemitraan antara

balai Gakkum Kalimantan

Kemitraan antara
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Masyarakat

masyarakat belum

mempertimbangkan keadilan

dan kesetaraan gender.

Gakkum Kalimantan
dengan masyarakat
belum
mempertimbangkan
keadilan dan kesetaraan
gender

UPT balai Gakkum
Kalimantan dengan
masyarakat belum
mempertimbangkan
keadilan dan
kesetaraan gender

dengan masyarakat
mempertimbangkan
keadilan dan kesetaraan
responsive gender

UPT balai Gakkum
Kalimantan dengan
masyarakat belum
mempertimbangka
n keadilan dan
kesetaraan
responsive gender
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Kalimantan

Pelaksanaan PUG di Kementerian LHK ini akan dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum

PUG di Lingkup Balai
Gakkum Kalimantan

Lingkup Balai Gakkum
Kalimantan

dalam Tabel 4.
Tabel 4. Roadmap Pelaksanaan PUG KLHK Tahun 2020-2023
RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020 | 2021 @ 2022 2023 ‘
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG KLHK ‘
Merencanakan Pembangunan|> Mengusulkan dan menyiapkan X
Gedung dan Pengadaan anggaran pengadaan sarana dan
Sarana Prasarana PUG prasarana responsive gender
Pengadaan Sarpras PUG » Memberi masukan dalam
perencanaan pembangunan gedung
responsive gender
Focus Group Discussion |> Rapat penyusunan SOP Responsif
terkait penyusunan SOP Gender pada Balai Gakkum LHK
Responsif Gender pada Wil. Kalimantan
Balai Gakkum LHK Wil.
Kalimantan
Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub Pokja
anggota sub Pokja dalam kegiatan Bimbingan Teknis
atau Pelatihan terkait PUG
» Penyusunan program kerja tahunan
pada sub Pokja PUG
» Monitoring dan evaluasi pelaksanaan| X X X
program kerja Sub Pokja
Merencanakan Sosialisasi |»> Kegiatan Sosialisasi PUG di X X
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Kalimantan
RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020 | 2021 2022 2023

Penyusunan dokumen data|> Penyusunan instrumen data terpilah X X X X
terpilah menurut jenis menurut jenis kelamin di UPT Balai
kelamin di UPT Balai Gakkum Kalimantan
Gakkum Kalimantan
Penyusunan Alat/ Tools » Focus Group Discussion terkait X
pendukung implementasi penyusunan buku panduan teknik
PUG analisis gender lingkup UPT Balai

Gakkum Kalimantan
Belum dimilikinya SOP utk | > Kemitraan antara UPT balai X

kemitraan antara UPT balai
Gakkum Kalimantan
dengan masyarakat belum
mempertimbangkan
keadilan dan kesetaraan
gender

Gakkum Kalimantan dengan

masyarakat mempertimbangkan

keadilan dan kesetaraan
responsive gender
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Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi

No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KIEIgEDII?ng AN
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG
1. | Komitmen Masih terdapat kebijakan yang | > Masih pinjam pakai » Merencanakan dan » Mengusulkan dan Terbangunnya gedung
belum Responsif Gender salah bangunan dengan UPT mengusulkan menyiapkan anggaran yang responsif gender
satunya Sarana Prasarana KLHK lainnya/Pemda Pembangunan pengadaan sarana dan -
Pada UPT Balai gakkum yaitu dengan P3E Gedung dan sarana prasarana responsive gz:zgigy;aizrana dan
Sulawesi SUMA, BKSDA prasarana Responsif gender responsif gender
Komi SULTENG, BKSDA Gender » Memberi masukan dalam
omitmen UPT untuk > Terenovasinva
menindaklanjuti terkait SULUT, » mengusulkan dan perencanaan y
i i bangunan gedung bangunan gedung
ketersedian sarana dan » Masih sewa bangunan Melaksanakan rehab pemban q yang rensponsif
Prasarana Gender di Pos Gakkum kantor yang > responsive gender gender (Adanya
Gorontalo dan Pos responsive gender ruang laktasi, Toilet
Gakkum Kendari serta » Merencanakan dan erempuan cian laki
Pos gakkum Mamuju : perempuian |
Menyiapkan sarana laki, tempat ibadah
> Belum tersedianya lainnya yang perempuan dan laki
anggaran sehingga responsive gender laki, tempat bermain
Komitmen pimpinan : anak)
belum ditindak lanjuti i | > 0anya ruang laktasi
UPT mengenai > Toilet perempuan dan
responsive gender laki laki
» Tempat ibadah
perempuan dan laki
laki
2. | Kebijakan Belum adanya SOP terkait Terbatasnya kapasitas Focus Group » Workshop penyusunan » Tersusunnya SOP

Penggunaan Sarana dan

untuk

Discussion terkait

SOP Responsif Gender

Responsi gender
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Prasarana Responsif Gender

Roadmap PUG Gakkum
belum dioperasionalisasikan
di tingkat upt

mengoperasionalkan
kebijakan responsive
gender ke dalam
program dan kegiatan
operasional di UPT Balai
Gakkum LHK Wilayah
Sulawesi

Belum dipahaminya cara
mengintekrasikan
perspektif gender di upt

penyusunan SOP
Responsif Gender pada
Balai Gakkum LHK Wil.
Sulawesi

Penyusunan renstra
dan renja balai gakkum
Sulawesi

pada Balai Gakkum
LHK Wil. Sulawesi dan
Sosialisasi dengan
Tema
‘Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan
Penegakan HUkum
LHK”

Penyusunan

pendamping PUG

gakkum Sulawesi

> Dokumen renstra
PUG dan Renja
PUG

Kelembagaan
PUG

sudah terbentuk sub pokja
PUG tetapi kegiatan belum
memiliki rencana kerja

Anggota sub Pokja PUG
masih belum memahami
terkait PUG

Penguatan kapasitas
anggota sub Pokja

Mengikutkan anggota sub
Pokja dalam kegiatan
Bimbingan Teknis atau
Pelatihan terkait PUG
Penyusunan program
kerja tahunan pada sub
Pokja PUG

Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
kerja Sub Pokja

Tersusunnya program
kerja tahunan

Sumber daya

» Sumberdaya manusia
yang responsif gender
belum tersedia pada UPT
Balai Gakkum Sulawesi

» Belum pernah mengikuti
bimtek

» Keterbatasan SDM
yang dapat mengikuti
kegiatan pelatihan dan
masih rendahnya
pemahaman terkait
responsif gender

» Ssdm di upt belum
mengintegrasikan

Focus group discussion
tentang PUG pada UPT
Balai Gakkum Sulawesi
dan Sosialisasi PUG

Mengadakan pelatihan
sertifikat gender

Mengusulkan Pelatihan
tentang sensitivitas
gender Penegakan
Hukum LHK untuk UPT
Balai Gakkum LHK Wil.
Sulawesi

Mengadakan pelatihan
secara bertahap

» Jumlah SDM yang
memahami terkait
PUG

» Setiap tahun 20
persen sdm harus
memiliki sertifikat
SDM
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persfektif gender tusi
secara optimal

Data Terpilah

Sudah terdapat data terpilah
terkait SDM pada UPT Balai
Gakum Sulawesi

Belum digunakannya data
terpilah menurut jenis
kelamin sebagai pelaksanaan
kegiatan

Belum adanya
instrument penyusunan
data terpilah menurut
jenis kelamin di
Penegakan Hukum LHK
UPT Gakkum Wilayah
Sulawesi

Belum tau mengenai
analisis gender
Terbatasnya
pemahaman dan cara
melakukan analisis
gender sebagai dasar
pengambilan keputusan

Penyusunan dokumen
data terpilah menurut
jenis kelamin di UPT
Balai Gakkum Sulawesi,

» Penyusunan instrumen
data terpilah menurut

jenis kelamin di UPT Balai

Gakkum Sulawesi
» Dokumen analisis gender
UPT balai gakkum

Data terpilah menurut
jenis kelamin pada
Balai Gakkum LHK
Wil Sulawesi

Alat/Tools > Belum dimilikinya panduan | Belum tersedianya Penyusunan Alat/ Tools | > Focus Group Discussion | > Buku Saku teknik
teknik analisis gender kapasitas SDM dalam pendukung terkait penyusunan buku analisis gender
bidang Penegakan Hukum | penyusunan alat/ tools implementasi PUG panduan teknik analisis bidang Penegakan
LHK responsive gender Penyusunan panduan gender ildarlllgk ik Hukum LHK

teknik analisis gender enegaxan Rukum

bidang Penegakan

Hukum LHK
Peran Serta Peran serta masyarakat Belum adanya > Optimalisasi Optimalisasi Kemitraan | Dokumen SOP
Masyarakat dalam kegiatan penegakan sensitivitas gender pada Kemitraan (networking) pada

hukum lingkungan hidup dan
kehutanan belum
mempertimbangkan keadilan
dan kesetaraan gender

pelaksana program/
kegiatan penegakan
hukum lingkungan hidup
dan kehutanan

(networking) pada
tingkat wilayah kerja
UPT Balai Gakkum
LHK Wil. Sulawesi

tingkat wilayah kerja
UPT Balai Gakkum
LHK Wil. Sulawesi
Dokumen Sop
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Kemitraan gakkum dengan Belum dimilikinya SOP » Penyusunan kemitraan antara UPT
UPT balai gakkum dan untuk kemitraan antara kemitraan SOP dan kelompok
kelompok masyarakat belum | gakkum dan UPT lainnya responsive Gender masyarakat
mempertimbangk keadailan dan kelompok
dan kesetaraan gender masyarakat yang

mempertimbangkan

keadilan dan kesetaraan

gender
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Pelaksanaan PUG di Kementerian LHK ini akan dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum

dalam Tabel 4.
Tabel 4. Roadmap Pelaksanaan PUG KLHK Tahun 2020-2024
RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2023
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG KLHK
» Merencanakan » Mengusulkan dan menyiapkan X
Pembangunan Gedung anggaran pengadaan sarana dan
Responsif Gender prasarana responsive gender
S » Memberi masukanbdalam . X
kantor yang responsive perencanaan pc(ejm angunan gedung
gender responsive gender
Focus Group Discussion > Workshop penyusunan SOP X
terkait penyusunan SOP Responsif Gender pada Balai
Responsif Gender pada Gakkum LHK Wil. Sulawesi
Balai Gakkum LHK Wil.
Sulawesi
Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub Pokja X
anggota sub Pokja dalam kegiatan Bimbingan Teknis
atau Pelatihan terkait PUG X
» Penyusunan program kerja tahunan
pada sub Pokja PUG X
> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program kerja Sub Pokja
Focus group discussion » Mengusulkan Pelatihan tentang X
tentang PUG pada UPT sensitivitas gender Penegakan
Balai Gakkum Sulawesi Hukum LHK untuk UPT Balai
Gakkum LHK Wil. Sulawesi
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RENCANA AKSI

RINCIAN RENCANA AKSI

Penyusunan dokumen data
terpilah menurut jenis
kelamin di UPT Balai
Gakkum Sulawesi

» Penyusunan instrumen data terpilah
menurut jenis kelamin di UPT Balai
Gakkum Sulawesi

2023

Penyusunan Alat/ Tools
pendukung implementasi
PUG

» Focus Group Discussion terkait
penyusunan buku panduan teknik
analisis gender bidang Penegakan
Hukum LHK

» Optimalisasi Kemitraan
(networking) pada
tingkat wilayah kerja
UPT Balai Gakkum LHK
Wil. Sulawesi

Optimalisasi Kemitraan
(networking) pada tingkat
wilayah kerja UPT Balai Gakkum
LHK Wil. Sulawesi
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Tabel. 3 Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku Papua

Penggunaan Sarana dan
Prasarana Responsif Gender

untuk
mengoperasionalkan
kebijakan responsive
gender ke dalam
program dan kegiatan

Discussion terkait
penyusunan SOP
Responsif Gender pada
Balai Gakkum LHK Wil.
Maluku Papua

Responsif Gender pada
Balai Gakkum LHK Wil.
Maluku Papua

INDIKATOR
No Aspek ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI KEBERHASILAN
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG
1. | Komitmen Sarana Prasarana pada UPT » Masih belum memiliki » Merencanakan » Memberi masukan dalam | > Terbangunnya
Balai Gakkum LHK Wilayah kantor/ Bangunan dan Pembangunan perencanaan gedung yang
Maluku Papua yang belum masih berstatus pinjam Gedung Responsif pembangunan gedung responsif gender
Responsif Gender lp)gkal dengan UPT KLHK Gender . r’\e/:lsponswﬁ:( ger:jder > Tersedianya sarana
ainnya. » Pengadaan sarana eng.usi an dan dan prasarana yang
» Sarana dan prasarana prasarana yang menyuzp an anggargm responsif gender
yang ada masih ada yang responsiv gender pengadaan sarana aan
belum responsiv gender prasarana responsive
gender
. , Bangunan dengan
Komlltmen UETluntulf Penyedl_aan sarpras Merencanakan sapras responsiv gender
menindaklanjuti komitmen Pusat |responsive gender belum - i
: - - o pembangunan sarpras (misalnya ruang laktasi,
terkait penyediaan sarpras menjadi skala prioritas ada UPT yang responiv toilet dipisah antara
responsiv gender belum ada P yang resp P L
gender perempuan dan laki-laki,
ruang tunggu prioritas,
tempat parkir prioritas,
ruang ramah anak)
2. | Kebijakan Belum adanya SOP terkait Terbatasnya kapasitas Focus Group Workshop penyusunan SOP | Tersusunnya SOP

Responsi gender
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Roadmap PUG Gakkum

belum diimplementasikan dan
belum menjadi bagian integral

dari renstra UPT

operasional di UPT Balai
Gakkum LHK Wilayah
Maluku Papua

Belum dipahaminya cara
mengintegrasikan
perspektif gender dalam
renstra UPT

Penyusunan Renstra dan
Roadmap PUG responsiv
gender

Penyusunan tim
pendampingan, workshop
dll

1 dokumen renstra dan
roadmap PUG UPT

Kelembagaan Meskipun sudah terbentuk Anggota sub Pokja PUG | Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub | Tersusunnya program
PUG sub pokja PUG tetapi masih belum memahami | anggota sub Pokja Pokja dalam kegiatan kerja tahunan
kegiatan belum terlaksana terkait PUG Bimbingan Teknis atau
dengan dan tersosialisa Pelatihan terkait PUG
» Penyusunan program
kerja tahunan pada sub
Pokja PUG
» Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
kerja Sub Pokja
Subpokja PUG yang t(_a_lalh Anggota subpokja PUG
ﬁz:}bcznnt;kkgﬁlum memiliki masih belum paham
ja TUSI nya.
Sumber daya Sumberdaya manusia yang Keterbatasan SDM yang | Focus group discussion | Mengusulkan Pelatihan Jumlah SDM yang

responsif gender belum
tersedia pada UPT Balai
Gakkum Maluku Papua

dapat mengikuti kegiatan
pelatihan dan masih
rendahnya pemahaman
terkait responsif gender

tentang PUG pada UPT
Balai Gakkum Maluku
Papua

tentang sensitivitas gender
Penegakan Hukum LHK
untuk UPT Balai Gakkum
LHK Wil. Maluku Papua

memahami terkait PUG
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SDM di UPT belum
mengintergrasikan prespektiv
gender dalam TUSI nya
secara optimal

SDM di UPT belum
pernah mengikuti
pelatihan gender

Pelatihan sensitivitas
gender bagi SDM UPT

Mengadakan pelatihan
sensitivitas gender secara
bertahap

... % SDM mengikuti
pelatihan sensitivitas
gender

Data Terpilah

Sudah terdapat data terpilah
terkait SDM pada UPT Balai
Gakum Maluku Papua

Belum digunakannya data
terpilah menurut jenis
kelamin sebagai pelaksanaan
kegiatan

Belum adanya
instrument penyusunan
data terpilah menurut
jenis kelamin di
Penegakan Hukum LHK
UPT Gakkum Wilayah
Maluku Papua

Terbatasnya
pemahaman tentang
cara melakukan analisis
gender sebagai dasar
pengambilan keputusan

Penyusunan dokumen
data terpilah menurut
jenis kelamin di UPT
Balai Gakkum Maluku
Papua

Penyusunan instrumen data

terpilah menurut jenis kelamin
di UPT Balai Gakkum Maluku
Papua

Data terpilah menurut
jenis kelamin pada
Balai Gakkum LHK
Wil Maluku Papua

Dokumen hasil analisis
gender UPT Balai
Gakkum

Alat/Tools

Belum dimilikinya panduan
teknik analisis gender bidang
Penegakan Hukum LHK

Belum tersedianya
kapasitas SDM dalam
penyusunan alat/ tools
responsive gender

Penyusunan Alat/ Tools
pendukung
implementasi PUG

Penyusunan panduan
teknik analisis gender
bidang penegakan
hukum LHK

Focus Group Discussion
terkait penyusunan buku
panduan teknik analisis
gender bidang Penegakan
Hukum LHK

Buku Saku teknik
analisis gender bidang
Penegakan Hukum
LHK
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Peran Serta
Masyarakat

Peran serta masyarakat
dalam kegiatan penegakan
hukum lingkungan hidup dan
kehutanan belum
mempertimbangkan keadilan
dan kesetaraan gender

Kemitraan antara UPT Balai
Gakum dengan masyarakat
belum mempertimbangkan
keadilan dan kesetaraan
gender

Belum adanya
sensitivitas gender pada
pelaksana program/
kegiatan penegakan
hukum lingkungan hidup
dan kehutanan

Optimalisasi Kemitraan
(networking) pada
tingkat wilayah kerja
UPT Balai Gakkum LHK
Wil. Maluku Papua

Belum dimilikinya SOP
untuk kemitraan antara
UPT Balai Gakkum
dengan masyarakat
yang
mempertimbangkan
keadilan dan
kesetaraan gender

Optimalisasi Kemitraan
(networking) pada tingkat
wilayah kerja UPT Balai
Gakkum LHK Wil. Maluku
Papua

Penyusunan SOP kemitraan
antara UPT Balai Gakkum
dengan masyarakat yang
responsiv gender

Dokumen SOP
Kemitraan antara UPT
Balai Gakkum dengan
Masyarakat yang
responsiv gender
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Pelaksanaan PUG di Kementerian LHK ini akan dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum

dalam Tabel 4.
Tabel 4. Roadmap Pelaksanaan PUG KLHK Tahun 2020-2023
RENCANA AKSI RINCIAN RENCANA AKSI 2020 | 2021 | 2022 2023 2024
A. Pemenuhan Tujuh Prasyarat Kunci PUG KLHK
» Merencanakan » Mengusulkan dan menyiapkan X X
Pembangunan Gedung anggaran pengadaan sarana dan
Responsif Gender prasarana responsive gender
S » Memberi masukanbdalam . 5 5
kantor yang responsive perencanaan pe(:jm angunan gedung
gender responsive gender
Focus Group Discussion  |Workshop penyusunan SOP Responsif X
terkait penyusunan SOP  |Gender pada Balai Gakkum LHK Wil.
Responsif Gender pada  [Maluku Papua
Balai Gakkum LHK Wil.
Maluku Papua.
Penguatan kapasitas » Mengikutkan anggota sub Pokja X X
anggota sub Pokja dalam kegiatan Bimbingan Teknis
atau Pelatihan terkait PUG
) X X X
» Penyusunan program kerja tahunan
pada sub Pokja PUG
> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan X
program kerja Sub Pokja
Focus group discussion Mengusulkan Sosialisai/Pelatihan X X X
tentang PUG pada UPT  [tentang sensitivitas gender Penegakan
Balai Gakkum Maluku Hukum LHK untuk UPT Balai Gakkum
Papua LHK Wil. Maluku Papua
Penyusunan dokumen data [Penyusunan instrumen data terpilah  [x X X X
terpilah menurut jenis menurut jenis kelamin di UPT Balai
kelamin di UPT Balai Gakkum Maluku Papua
Gakkum Maluku Papua
Penyusunan Alat/ Tools  |[Focus Group Discussion terkait X X X
pendukung implementasi [penyusunan buku panduan teknik
PUG analisis gender bidang Penegakan
Hukum LHK Lingkup Balai Pengamanan
dan Penegakan Hukum LHK Wilayah
Maluku Papua
Optimalisasi Kemitraan Optimalisasi Kemitraan X X X X
(networking) pada tingkat (networking) pada tingkat
wilayah kerja UPT Balai wilayah kerja UPT Balai Gakkum
Gakkum LHK Wil. Maluku LHK Wil. Maluku Papua
Papua
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MINUTES OF MEETING
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM MEMPERKUAT PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

YOGYAKARTA, 14 S.D 15 OKTOBER 2020

“ADIL DALAM PROSES, SETARA DALAM HASIL “

09.00 WIB - SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN, M/C;

09.05 WIB - PEMUTARAN VIDEO PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DIREKTORAT JENDERAL GAKKUM KLHK;

09.30 WIB - PERKENALAN FASILITATOR --- TIM KELOMPOK KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
GAKKUM KLHK;

09.45WIB - PEMUTARAN VIDEO INDONESIA RAYA;

09.50 WIB - ARAHAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK; (Terlampir)

SESI PRE TEST :

“APA YG ADA DI BENAK BAPAK IBU TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER “

LEONARDO GULTOM, S.SOS., M.Sl., KABALAI GAKKUM MALUKU PAPUA, Pemahaman saya sangat sederhana, saya memahami mengondisikan Kartini menjadi Kartono, dalam hal
mengkondisikan ini, c/o RUANG PEROKOK untuk Hak Pria Perokok, dan LAKTASI untuk Hak Wanita. Perlaksanaan sehari hari di Balai GAKKUM MAPUA, ada 3 Orang PPLH (Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup) Wanita luar biasa dengan Luasan Kerja di Papua yg Luar Biasa. Saya memberikan peluang untuk mereka di lapangan, memberikan Niat dan Kesempatan untuk PPSA Wanita

dalam melakukan kegiatan di lapangan, mohon arahan dan koreksi bila saya ada kesalahan.

IR. MUHAMMAD NUR, M.S.P, KABALAI JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA, implementasi kegiatan kita terkait Pengarusutamaan Gender, yg pertama di GAKKUM JABANUSRA tidak membedakan
PRIA DAN WANITA, yg kita tunjukan adalah Profesionalisme, Ketika perempuan mampu untuk menunaikan tugas, kita berikan kesempatan. Yang kita lihat adalah Profesionalisme, jika mampu tentu
diberikan kesempatan, hingga saat ini, semua unit di 3 Seksi Jabanusra, semua sama dan tidak ada perbedaan. Saat ini dukungan Perempuan tinggi dalam pencapaian Output Kinerja GAKKUM

JABANUSRA.
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SUBHAN, S.HUT., M.SI, KABALAI KALIMANTAN, Kami di Kalimantan melihat dari Profesionalisme, tidak membedakan Pria dan Wanita, secara umum karakter Pria dan karakter Wanita, lemah
lembut, dalam kenyataan di dalam pelaksanaan Penegakan Hukum LHK, harus menyesuaikan pekerjaan yang diemban, tidak membedakan status Pria dan Wanita dan harus professional dalam

pelaksanaan penegakan Hukum LHK.

EDUWARD HUTAPEA, S.Sl, KABALAI SUMATERA, bagaimana mendistribusi adaptasi ada perbedaan antara pria dan wanita, dari perbedaan kebutuhan khusus dan kebutuhan normal, dan

mengadaptasikan ke pekerjaan kita, kita perlu mengadaptasikan dan mengadopsi dari perbedaan tersebut.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Pendapat terkait Lomba PUG, Kementerian LHK;

Dari proses penilaian kemarin, seperti yg di sampaikan Pak Setditjen, Kami Panitia terkesima karena informasi yg di implementasikan Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Penegakan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sungguh luar biasa, dan di jawab langsung Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkugan Hidup dan Kehutanan. Saya yakin Direktorat Jenderal GAKKUM
KLHK akan menjadi pusat pembelajaran dari Eselon | dan K/L lainnya.

10.50 WIB - PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG); ADIL dan Setara Gender, Refleksi Pembangunan Adil Gender, Sudahkah
Pembangunan dilakukan secara adil dan setara, Pembukaan Akses adalah pintu pertama saat pendaftaran Polisi Kehutanan, ini Manifestasi dari Setara, dari Akses dan Partisipasi. Konsep
Setara adalah Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Ada Polhut, akses sudah di buka untuk perempuan dan perempuan bisa berpartisipasi sebagai polisi kehutanan. Polisi
Kehutanan mempunyai kewenangan (KONTROL), dimana Penegakan Hukum Lingkungan sudah memberikan Kewenangan di dalam Pengambilan Keputusan, menjadi Koordinator Lapangan,
dilapangan, menjadi Tahap Kewenangan Pengambil Keputusan, di bagian mana Bapak dan Ibu sudah menunjukan Benefit dari Pria/Wanita yg sudah menjadi POLHUT adalah sama, baik polhut
perempuan dan laki laki, dan mendapat menfaat dari apa yang mereka dapatkan. GAJI dan TUNJANGAN sudah sama, Dalam Pelaksanaan Kegiatan tidak di bedakan, di dalam TIM mendapat
benefit yang sama. POLHUT itu jabatan Fungsional, mari kita bahas jabatan fungsional, pada saat mereka harus naik jabatan ke jenjang yg lebih tinggi, mereka harus mendapat ANGKA KREDIT
POIN. Selanjutnya kita bergeser ke pembahasan ADIL, dimana ADIL GENDER adalah Pria dan Wanita mempunyai perbedaan kebutuhan, perbedaan pengalaman, perbedaan aspirasi
yang harus di perhitungkan dalam pelaksanaan PROGRAM dan KEGIATAN. Kenapa harus ada Ruang LAKTASI, karena perempuan itu struktur biologis nya membuat dia menjalankan peran
REPRODUKSI yang tidak di miliki oleh LAKI LAKI, kebutuhan RUANG LAKTASI di perlukan. Penyediaan Ruang Laktasi itu MANIFESTASI DARI ADIL ATAU SETARA ?? ADIL. POLHUT Wanita
usia Reproduktif, mungkin ada yg lagi Hamil, ada persoalan menghargai Harkat dan Martabat, tidak ditugaskan ke lapangan. Q/A Ketika tidak di tempatkan ke lapangan, apa dia mengalami
kesulitan memenuhi pemenuhan angka kredit poin ???, Apakah Indikator Jabfung itu lebih dominan ke Lapangan atau juga ada kegiatan2x Administratif yg di setarakan dengan kegiatan di
lapangan. Maksud saya, dari GAKKUM KLHK harus mengindentifikasi aktifitas2x non lapangan yang di sebabkan karena seseorang menjalankan aktifitas reproduksi dan dinilai setara, berarti
kegiatan nya bisa berbeda tapi di nilai setara. Kita dalam konteks menghargai kebutuhan tadi, tidak boleh dipaksakan kelapangan kalau sedang mangandung anak. Saya ingin mengatakan “

SETARA tidak berarti sama, tapi bisa diperlakukan secara berbeda”.
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Q/A OSTEN SIANIPAR, S.H., M.SI, pada prinsip nya saya setuju, umumnya misal nya dari Sumatera Barat, kita sudah tahu dan faham kondisi hamil, memanggil administrasi yg familiar dengan
lapangan, perempuan ini tidak mau di perlakukan seperti ini, dia tetap bisa dan menjaga, dan ini akan sulit memberikan keputusan sebagai pimpinan.

Jawab PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si : Bapak/Ibu menjalankan dari Otoritas yang melekat pada Bapak/Ibu, yaitu Lembaga membuat pengaturan dan otoritas, dan sifatnya
opsional, Ketika tidak mau diperlakukan seperti itu, yg bersangkutan sudah siap dengan resiko yang di hadapinya. Resiko yg terjadi di luar tanggungjawab Institusi. Apa yang sudah Bpk/Ibu
lakukan Ketika ada karyawan yang melakukan reproduksi ???. Apakah Institusi Memilki Komitmen ???. Q/A Apakah ada Regulasi dan Operasionalisasi di Lapangan terkait Isu Gender di Level

Direktur Jenderal ???, ini perlu disepakati untuk di buat.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Bu Menteri LHK mengapresiasi Lomba PUG antar Eselon | lingkup Kementerian LHK, dan mengharapkan kedepannya ada Lomba PUG antar
Eselon Il dan Satker UPT, jadi Bpk/lbu saat ini sudah melaju terlebih dahulu sebelum pelaksanaannnya di tahun depan. ADIL - MERESPON PERBEDAAN KEBUTUHAN, tinggal mencari
kebutuhan yang berbeda LAKI LAKI dan PEREMPUAN, semua perempuan masuk usia reproduksi dia bisa hamil. Q/A apa yg sudah BPK/IBU lakukan Ketika ada karyawan yang melakukan
fungsi reproduksi ??? misal, sudahkah menyediakan Ruang Laktasi, Menyediakan Pembalut di Kamar Mandi Perempuan, Menyediakan Pil HAID, termasuk di dalamnya Ketersediaan Air dalam

jumlah hal yang cukup. Silahkan Bapak/lbu untuk mengindentifikasi sebanyak banyaknya.

DAVID MUHAMMAD, S.SOS, KASUBAG TU KALIMANTAN, - terimakasih untuk Bu Ismi, saya mungkin sependapat, ada Batasan Batasan, ada profesi tertentu yg perempuan tidak bisa

melakukan karena keterbatasan dari reproduksi tersebut, karena reproduksi tersebut tidak bisa di paksakan untuk setara juga, tapi fisik nya kuat hanya dalam tahapan tertentu.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, Apakah menjalankan fungsi reproduksi merupakan kelemahan dari Perempuan?, ini sifatnya Kodrati dan
Given dari Allah SWT, Jadi berarti kita harus menghargai harkat dan martabatnya sebagai perempuan, yang harus kita lakukan, pastikan kebutuhan yang berbeda harus di respon, respon nya
melalui apa, yaitu sudah terbuka akses dan memastikan di kantor harus ada ruang laktasi, dan harus ada air yang mengalir, harus ada Tempat Parkir Perempuan, Ketika menjalankan fungsi
reproduksi, di jam istirahat yang harus balik pulang untuk memberikan ASI agar bisa PP cepat dan mudah memberikan ASI ke anaknya di rumah, memberikan waktu yg cepat ketika dibutuhkan,
termasuk didalamnya ada Difabilitas, Tempat bermain anak, dsb dsb. Jangan sekali sekali mengatakan Perbedaan perbedaan ini menjadi kelemahan. Bpk/Ibu harus memahami menjalankan

reproduksi ini tidak sepanjang umur.

Q/A DAMAYANTI RATUNANDA, ST., M.ENG.SC., terkait pembahasan Mobil harus di sediakan tangga untuk naik, tapi POLHUT sudah dilatih untuk naik tangga, apa cara membuat adil tersebut,

seperti membuat Peningkatan Kapasitas, pemberian Sarana Prasarana yang sesuai.
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PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Harus di lihat Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, banyak Ancaman karena menjadi ASN di GAKKUM KLHK banyak
ancaman, aktifitas di GAKKUM harus memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri Ketika ada ancaman, ini menjadi standar untuk PRIA dan WANITA harus memiliki kemampuan menolong
diri sendiri, meskipun dengan cara yang berbeda, karena maupun dipaksa fisik, pada hakekatnya menurut Kesehatan fisik Pria dan Wanita berbeda, cara membuat orang KO berbeda ini bisa di
ajarkan dan bisa menolong dirinya dengan baik. Kalau saat kemudian di latih, Langkah perempuan Ketika di latih, hanya mampu melompat sejarak 60 cm s.d 1 Meter, kebetulan mobil nya 1 %2

meter jangan dipaksakan ini Namanya tidak adil. Peralatan tadi yang dimaksud Adalat, Alat untuk mempermudah seseorang melakukan tugas dan fungsinya.

EDUWARD HUTAPEA, S.Sl, KABALAI SUMATERA, ini ada pergeseran, dulu konsep gender Pria dan Wanita, dan sekarang sudah berbeda konsepnya, di Balai GAKKUM Sumatera, kami
mencoba memperhitungkan aspek aspek yang terkait kelompok marjinal, dari konsep umum, misalkan hal yang sederhana, misal kan kantor berjenjang ada tangga, maka harus di siapkan akses
untuk kursi roda, ini bisa di antisipasi, petugas bisa datang ke pihak pengadu. Penyiapan sarana prasarana harus di siapkan dalam konsep pembangunan Gedung, dri konsep pun dalam setahun

pun belum tentu digunakan. Pertimbangan Cost dan Benefit.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Kalau kita sudah bicarakan unsur Kemanusiaan, kita tidak melihat pada COST dan BENEFIT, misalnya terjadi suatu bencana, dan salah satu
staff dan/atau tamu yang memiliki Disabilitas, maka tugas bapak dan ibu memastikan yg bersangkutan bisa masuk ke kantor dengan cara yg sama mudah dengan yg lain, kita sebut SETARA
adalah memberikan kesamaan kesempatan; c/o masyarakat disabilitas, saya menemukan pelanggaran hukum, dan ingin melapor tapi terkendala dengan difabilitas, kita memberikan akses
dan peluang bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam pembangunan, siapa dia?? bisa Disabilitas, Pria, Wanita, Orangtua, Penduduk terdalam dan Terluar, jadi ini merupakan manifestasi
merespon perbedaan perbedan itu, ini adalah SETARA. Sudah Ada Aturan bahwa setiap institusi harus PRO terhadap Disabilitas. Silahkan Bapak/Ibu, Kepala Tata Usaha merancang anggarab,

Pak Dirjen sudah Mengarahkan Anggaran Responsif Gender tinggal di catat dan di impementasikan.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; QJ/A Hal hal apa yang membedakan Gender dan Jenis Kelamin (Given) ???, perbedaan biologis antara perempuan dan laki laki berikut

fungsi reproduksinya, tapi kalau berbicara gender sebetulnya adalah perbedaan antara perempuan dan laki laki sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Tidak boleh melakukan praktek praktek

diskriminasi gender, yang membuat salah satu jenis kelamin itu di bedakan/dihindarkan secara diskriminatif, bentuknya STEREOTIP (Pelabelan).
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STEREOTIP - “ Tulis 1 (Satu) Pelabelan Negatif terhadap Pria dan Wanita “. c/o Laki Laki Kuat, Wanita Lemah. Perempuan Cengeng, Laki Laki Cengeng. Perempuan Cerewet, Pria tidak.

SUB ORDINASI dalam banyak kasus, di HIGH POSITION adalah PRIA. Apakah bisa memberikan kesempatan ke HIGH POSITION tersebut, maka di lapangan sering ada POLICY misalkan,
affirmative action.

BEBAN GANDA, Laki Laki berkembang karena saat Beraktivitas Perempuan, beban Rumah Tangga masih terbawa sehingga tidak cukup waktu dan tidak dapat mengembangkan dirinya secara
optimal.

MARGINALISASI, peminggiran pada salah satu jenis kelamin, bukan karena dia tidak mempunyai kapasitas, tapi karena di anggap perempuan yang lemah; Di KLHK ada perempuan sebagai
pengemudi Pesawat Ultra Light, ini menunjukan bahwa perempuan bisa bila di berikan kesempatan, kalau bapak bapak menerbangan pesawat ultra light bisa ??

KEKERASAN BERBASIS GENDER, saya ingin mendengar dari Bapak/Ibu, apakah di Gakkum ada potensi terjadinya kekerasan Seksual ??? Kekerasan Fisik ??? Kekerasan Ekonomi ???,

Kekerasan Psikologis ???, klo berbicara kekerasan manifestasi nya ada 4 (Empat);

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Kadang kadang kita membuat orang lain tidak nyaman dengan kata kata kita, ini disebut kekerasan psikologis, ini harus di pastikan kekerasan
kekerasan ini tidak terjadi.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Pada umumnya yang Potensial yang menjadi korban kekerasan pada umumnya adalah perempuan, apalagi klo ada kesempatan, c/o POLHUT
hanya 1 Perempuan, dan LAKI LAKI nya banyak, potensi menjadi korban kekerasan, bisakah Bpk/Ibu lakukan sesuatu untuk mencegah hal tersebut, apa yang di lakukan oleh Bapak/Ibu ???
Bpk/Ibu punya kewajiban persoalan kekerasan itu tidak terjadi, kalau terjadi ada konsekuensinya. Bagaimana terjamin di GAKKUM tidak terjadi kekerasan berbasis Gender, karena biasanya

kekerasan ini terjadi karena alokasi yang tidak seimbang, relasi gender yang tidak gender, ini berpotensi terjadinya kekerasan.

“APA YANG BPK/IBU LAKUKAN UNTUK MENCEGAH KEKERASAN BERBASIS GENDER ?7?7? “

SUBHAN, S.HUT., M.SI., KABALAI KALIMANTAN, Megingatkan Kepada Jajaran Staf agar Kekerasan Tidak Terjadi.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Tidak hanya mengingatkan, tetapi membentuk SOP dan Peraturan untuk mencegah Kekerasan Gender. Harus sudah ada standar untuk

menangani permasalahan ini. 5 Praktek diskriminasi harus dipastikan tidak terjadi di lingkungan GAKKUM KLHK.
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#TUGAS HARUS MENCARI MANIFESTASI DARI KETIDAKADILAN GENDER, MASING MASING ( a/l STEREOTIP, SUB ORDINASI, BEBAN GANDA, MARGINALISASI, KEKERASAN

BERBASIS GENDER).

SUB ORDINASI = MEMBERIKAN SALAH SATU JENIS KELAMIN MENJADI POSISI PALING RENDAH.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Saat di lomba kemarin ditanyakan, apakah GAKKUM sudah punya data terpilah ??, lalu di lanjutkan apakah terpilah di pakai untuk penentuan
kebijakan/keputusan. Data dipakai untuk dasar kebijakan masih sulit untuk dilaksanakan. Data Terpilah dijadikan Sebagai Sistem Pengambilan Keputusan, saat ini masih menyajikan data
informasi saja, apakah data ini sudah di ambil sebagai dasar pengambilan keputusan. DATA TERPILAH BERFUNGSI MENGAMBARKAN PERAN DAN FUNGSI PERAN DARI PRIA DAN
WANITA DI UNIT BAPAK DAN IBU. Kata Kunci Data Terpilah, belum menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yg harus dilakukan adalah menggunakan Data Terpilah sebagai dasar
melakukan analisis gender. ANALISIS GENDER ADALAH PROSES MENGANALISIS SITUASI DAN KONDISI TENTANG APA YANG DILAKUKAN PRIA DAN WANITA UNTUK MENCAPAI

TUJUAN. Pembuatan Data Terpilah ini penting, ini untuk memastikan peran dan tugas di lakukan;

INI ADALAH PENYEBAB KESENJANGAN GENDER, Gender Di Buat Oleh Manusia (Made By Human), Bisa Berubah (Could Be Changed), Dinamis (Dynamic) Relatif (Relative). Kontruksi

Sosial, Not By Born, Can Be Created Changed. Mengembangkan Konsep Saling Menghargai, Saling Menguatkan, Saling Melindungi Agar Tercapai Kesetaraan Gender.

1 (SATU) HAL PENTING YG HARUS DI KUASAI, KONSEP KONSEP TERKAIT GENDER, YAITU RELASI GENDER, KONDISI DAN POSISI, STATUS DAN PERAN, ANALISIS GENDER,

PEMBAGIAN PERAN GENDER, AKSES PARTISIPASI KONTROL MANFAAT TERHADAP SUMBER DAYA.

Ada indikator Indikator GENDER EQUALITY INDONESIA; a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi; b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - c/o Terjadinya
Anak Menikah di Usia Dini; dan c. Indeks Keberdayaan Gender (IDG) - Representasi Perempuan dalam Posisi Posisi Manajerial, Sumbangen Ekonomi dan Representasi di bidang

Legislatif.

Q/A DR. EKO NOVI SETIAWAN, S.S0S, M.SI , KASUBAG EVALUASI PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI, CEDAW sampai 30 +++ tahun masih di permasalahan Gender di Indonesia,

selanjutnya terkait PUG sampai tahapan mana, adakah PUG yg sudah di capai, sampai tahapan Gender di akhirnya.
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CEDAW, adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang pembangunan, yang sudah di ratifikasi pada Tahun 1984, Indonesia sebetulnya
sudah mengembangkan Strategi Nasional yaitu PENGARUSUTAMAAN GENDER; Pengarusutamaan Gender dan Affirmative Action, setelah 10 Tahun berjalan, ketiga Indikator di atas,
pencapaian nya tidak sebanding dengan negara negara lain, Isu Isu Gender masih menjadi isu pinggiran saat itu, di tahun 2020 keluar kebijakan sebagai hasil kerja bersama antara MENTERI
KEUANGAN, MENDAGRI, BAPPENAS, DAN KEMEN PPPA, yg isi nya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender, di sebut dengan Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG), dan ditindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan Gender Tagging, memastikan di dalam Program dan Kegiatan, Gender terintegrasi di dalamnya,
sudah ada kebijakan )Policy), kalaupun sudah di implementasikan belum sampai evaluasi. Kita beruntung di KLHK sudah ada Panduan Reviu untuk Melihat Kegiatan sudah Responsif Gender
atau belum, oleh Inspektorat Jenderal KLHK.

Apakah ada Target ??? Target Gender Development Index, angkanya yang bagus adalah 100, ini sudah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki laki, Indonesia belum berhasil mencapai

kesana, ada di RPJMN dokumen ini. Setiap Dokumen RKA K/L, ARG di tuangkan di dalam GBS/GAP nya sesuai Program/Kegiatan yang Tagging ARG di Aplikasi SAKTI dan KRISNA.

OSTEN SIANIPAR, S.H., M.Sl., KASUBDIT PSLH, Kenapa Gender tidak maju maju di Indonesia, Budaya Sumatera Barat, Matrilineal. Aspek Budaya untuk memperbaiki Gender di butuhkan
untuk ini, sangat sulit ditemukan, atau ini penyebab Gender Indonesia belum maksimal. Kehadiran Regulasi menjadi Mekanisme Pemaksaan Nilai Nilai Sosial Budaya, harus ada Advokasi kepada

Policy Maker di Daerah, ada Regulasi Regulasi Adat Istiadat.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si, Batu kalau di tetes air terus menerus, di tingkat tertentu akan berlubang, perlu sabar untuk advokasi dan sosialisasi, perlahan demi perlahan.
Pendidikan menjadi hal yang penting, percepatan pembangunan adalah salah satu dari Pendidikan, apalagi sekarang aksesibilitas masyarakat terhadap informasi berbasis tehnologi sudah tidak
lagi mengenal batas negara, usia, dan wilayah sehingga “melek” informasi masyarakat terus di tingkatkan, maka masyarakat bisa “mengunyah2x” informasi, maka regulasi yg di terima akan lebih

efektif.

12.00 s.d 13.15 - ISHOMA

13.15 - PEMBAGIAN 5 (LIMA) GRUP - ICE BREAKING - GOYANG MAUMERE
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14.00 - PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN AFFIRMATIVE ACTION

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; Pemahaman Gender sudah bagus, namun kalau belum sampai keseluruhan internal SDM brarti belum tentu responsive gender, sebaiknya
kami ke dalam atau keluar, bu ??, ya, kedua duanya, Kalau Bapak/lbu berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan layanan kepada masyarakat, harus di formulasikan penanganan
penanganan permasalahan gender. Sekarang, apakah Bapak/Ibu melakukan pelayanan masyarakat ??, kalau iya maka perlu dilakukan instrument instrument yang responsive gender. Contohnya
Pak Dirjen GAKKUM KLHK menyebutkan pada saat Lomba PUG antar Eselon | di Kementerian LHK : Implementasi Ruangan yang Responsif Gender, Ruang Center Of Inteligence, Ruangan
Penyelidikan, Ruang Laktasi dsb di klaim Responsif Gender dan mendapatkan Penghargaan di Internasional. Kalau memang seperti itu, monggo di adaptasi, adopsi dan dilakukan di level yang
paling bawah. Cara Penyediaan Sarana Prasarana yang Respnsif Gender.

Jadi, Bapak/Ibu tidak hanya mengindentifikasi di 7 Prasyarat Kunci Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, tetapi kalau sudah masuk kedalam lini pekerjaan Bapak/Ibu, tentu yang mengetahui
adalah Bapak/Ibu Sendiri.

Implementasi PUG di Masyarakat berdasarkan dari Publikasi Publikasi yang ada, ternyata derajat ketergantungan alam dengan perempuan itu sangat tinggi. Persoalan persoalan perempuan di
urban, kesulitan air bersih, sumber daya alam lainnya. Gender di dalam pencemaran dan perusakan lingkungan, perempuan sebagai pelaku pencemaran lingkungan tetapi juga sebagai educator
di dalam keluarga. Perempuan di dalam pengelolaan sumber daya alam, keterbatasan mereka berkontribusi terhadap pendapatan.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si; AFFIRMATIVE ACTION - Strategi Untuk Memastikan Bahwa Orang Orang Tidak Di Diskriminasi Berdasarkan Gender Atau Kelompok Etnis
Mereka, Affirmative Action Pada Dasarnya Adalah Suatu Kebijakan Yang Diskriminatif (Positif) Karena Sifatnya Hanya Sementara Demi Membuka Kesempatan Bagi Kelompok Masyarakat
Tertentu Meraih Peluang Yang Sama Sebagaimana Telah Di Nikmati Oleh Kelompok Masyarakat Lainnya. Apakah pimpinan di Lembaga anda memiliki komitmen Gender terintegrasi !!!, Bentuk
Operasional dari Komitmen dari Komitmen ini !!! (KOMITMEN, KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN, SUMBERDAYA, DATA TERPILAH, SARANA DAN PRASARANA, DUKUNGAN MASYARAKAT).
PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si . Pengukuran Pengarusutamaan Gender di Kementerian PPPA adalah pada Pemenuhan 7 Komponen Kunci, namun di akomodir dengan sesi
Konfirmasi. Keputusan Direktur Jenderal, di sosialisasikan apa tidak Kepdirjen nya, apakah hanya di eselon |, atau sudah sampai ke bawah. Buku Saku Isu Isu Gender Ditien GAKKUM KLHK,
Create Produk Produk Gender terintegrasi. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Formulasikan baik Internal dan Eksternal. Saat ini kita sedang memformulasi Road Map PUG, di sini ada
isu isu Gender yg merupakan Prasyarakat PUG, ada Implementasi PUG di Masyarakat, dan Integrasi Gender dalam Program dan Kegiatan (Road Map Pug Klhk) 7 (Tujuh) Prasyarat - Komitmen,
Kebijakan, Kelembagaan, Sumberdaya, Data Terpilah, Sarana Dan Prasarana, Dukungan Masyarakat. Contoh Implementasi Pug Di Masyarakat = ternyata Derajat Ketergantungan Perempuan
terhadap alam itu tinggi, Permasalahan Perempuan di kawasan urban ini banyak permaslaahan Gender, Gender dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan kita bisa melihat bahwa perempuan
sebagai perlaku perusakan dan pencemaran Ingkungan dan juga sebagai educator di Keluarga, Aksesibilitas Perempuan dalam pengelolaan SDA terbatas padahal bila di berikan kesempatan

bisa memberikan kontribusi pendapatan. Isu Gender dianggarap isu perempuan, Perempuan rentan dalam perubahan iklim, Aksesibilitas Informasi, Sumberdaya, dan Keputusan, Dampak
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Perubahan Iklim dan Lingkungan berkorelasi terhadap kekerasan. Covid menimbulkan banyak nya kasus perceraian, ternyata adanya covid kasus kasus kekerasan di dalam keluarga meningkat,
selanjutnya Isu Gender bidang Kehutanan.

ERNAWATI EKO HARTONO, S.HUT, M.SI, POKJA PUG, Biro Perencanaan KLHK, Kita mengindentifikasi Isu Gender di Unit Kerja Bapak/lbu, Isu Gender sudah dijelaskan oleh Prof Ismi,
Analisis sudah di berikan, saat ini di indentifikasi awal saja, beberapa isu gender di Unit Kerja Bapak/Ibu masing masing, isu disampaikan secara narasi. Lalu, kedua untuk Prasyarat PUG, untuk
mendukung percepatan Pemenuhan PUG dan ditambahkan Inovasi. Integrasi gender dalam Program dan Kegiatan (ROAD MAP PUG KLHK) = Pemenuhan tujuh prasyarat kunci PUG
(Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan PUG, Sumberdaya, Data Terpilah, Alat/Tools, Peran serta Masyarakat), Percepatan Pelaksanaan PUG KLHK (Kapasitas SDM, Sarpras, Alat/Tools, Inovasi,
Kurikulum, Instrumen Monev, Kebijakan, Operasional, Ketersediaan Data Piliah, Instrumen Audit Responsif Gender), Pengembangan Inovasi Responsif Gender di KLHK (Sub Pokja Gender.
Gender Champion, Pembuatan media KIE sebagai media, inovasi inovasi kebijakan, organisasi maupun kegiatan responsive gender. c/o mengintegrasikan Juklak dan Juknis nya dengan

mengalokasi akses untuk perempuan di dalam pelaksanaan kegiatan.

DR. DRS. SUGENG PRIYANTO, M.SI, ada 7 prasyarat gender yg wajib harus dipenuhi, Ada satu kelembagaan, dia punya minimum environment sudah Pengarusutamaan Gender ? dari kesekian

7 Prasyarat Gender, isu mana yang tepat di dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, di situ kita fokus dalam piramid penyelesaian isu.

PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si, 7 prasyarat di lapangan membutuhkan tools, diskusi kita membahas pelanggaran hukum, pada saat pelaporan pelanggaran hukum, karena
masyarakat ingin proses nya tidak di proses, mereka melaporkan dengan menggunakan busana yang “berpotensi terjadinya kekerasan seksual”, kalau ini terjadi apa yang akan dilakukan oleh
petugas, kalau sampai petugas salah bertindak, akan terjadi resiko kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu dibuat NSPK pengelolaan permasalahan yg responsive gender, selanjutnya melakukan

kegiatan Advokasi kepada masyarakat, perlu TOOLS dim bentuk panduan/saku/buku pintar untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

15. 00 s.d 17.00 - INDENTIFIKASI ISU GENDER DI UNIT KERJA MASING MASING.

KELOMPOK | - H. Murdiyono, S.Hut. Kami akan menjelaskan isu dari Kelompok |, sebelumnya kami sampaikan Prof. Ismi; Kami coba kegiatan kami di balai, salah satu faktar terjadi, PPNS di
balai Gakkum Jabanusra dan Sumatera seluruh nya Laki Laki dan tidak ada perempuan sama sekali, sehingga isu pelaku wanita menjadi permasalahan, pemeriksa sungkan jika tersangka
perempuan, resiko pelecehan seksual dsb. Ada kekhawatiran terjadi pelecehan seksual di dalam ruang Penyidikan. Kesulitan dilakukan pemeriksaan di waktu malam hari. Kebijakan pimpinan
mengusulkan PPNS Perempuan dan penganggaran dana untuk peningkatan kapasitas PPNS Perempuan, bagaimana cara menghadapi tersangka wanita kedepannya. SDM PPNS 100% masih

Laki Laki, data terpilah; Membuat Juklak dan Juknis jika pelaku berkelamin Perempuan; Jika belum ada PPNS Perempuan, perlu pembahasan lebih lanjut menyelesaikan solusi isu ini.
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Arahan PROF. Dr. ISMI. DWI ASTUTI NURHAENI, M.Si : Supaya pelaku tidak mendapatkan hukuman yang berat, pada saat melaporkan berpakaian yang memancing dan mengundang Penyidik
PNS melakukan hal yg tidak di inginkan. Bapak/Ibu tidak tersedianya PPNS Perempuan untuk Memeriksa Tersangka Perempuan; Mengusulkan ASN berjemis kelamin Perempuan lebih banyak;
Bisakah Pemeriksaan di bentuk Tim dan mengurangi Resiko Tau sama tau lebih kecil terjadi kasus kasus kekerasan, perlu di sediakan CCTV yang merekam proses pemeriksaan terjadi, jika

terjadi resiko ada alat bukti. Isu Gender perlu di perjelas dalam formulasi dan intevensi;

ISU : BELUM ADANYA PPNS PEREMPUAN MEMBUAT PROSES PEMERIKSAAN BELUM NYAMAN
ISU : BELUM ADANYA SOP JUKLAK ETIKA DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA RESPONSIF GENDER
PERLU PELATIHAN SENSITIFITAS GENDER DALAM PENANGANAN KASUS

TOOLS : SOSIALISASI DAN ADVOKASI

KELOMPOK Il - Achmad Yusuf Arief, S.H., M.H. - Isu Gender yang kami angkat adalah pengadaan Sarana Prasarana berbasis Gender; Permasalahan sarana prasarana di kantor balai gakkum
masih sarana ibadah, toilet, ibadah, laktasi, dan masih menjadi permasalahan. Komitmen : dibutuhkan ND kepala balai kepada kepala seksi tentang pengadaan sarana prasarana berbasis Gender,
arahan untuk mengusulkan sarana prasarana baik di RKA K/L di tahun berjalan. Kebijakan : Pengadaan sarrpas Gender di dalam Renstra dan Renja Balai. Kelembagaan : Telah ada SK Subpokja
Gender di UPT. SDM : Bahwa anggota sub pokja harus mengikuti pelatihan PUG per masing masing balai untuk mengikuti sosialisasi PUG. Kabalai menganggarkan kegiatan ini.
Data Terpilah : Gakkum Kalimantan 17 - 147, Menyusun data pengaduan berdasarkan usia jenis kelamin, Menyusun SOP terkait PUG. Inovasi Solusi : Pembuatan Ruang Laktasi, Pengadaan Ruang
Laktasi, Pengadaan Toilet Perempuan, Parkir Prioritas;
Arahan Prof Ismi ISU : SARANA PRASARANA BERBASIS GENDER, Faktor penyebab terkait Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat, Faktor Internal, Faktor Eksternal. AKSES Ruang Laktasi belum
ada. Belum adanya kebijakan dari Kepala Balai untuk membangun Fasilitas Responsif Gender. Meskipun kelembagaan PUG sudah terbentuk, namun belum mendesakan kebijakan untuk membangun
Sarana dan Prasarana. Rencana Aksi untuk Pengadaan Sarpras Berbasis Gender, POKJA dan SUBPOKUJA di latih sensitifitas Gender sebelum menganggarkan ARG. ISU - FAKTOR KESENJANGAN

- RENCANA AKSI

KELOMPOK II. R. A ARYA RAMANIYA NUMITA, S.Sos. M.Si

Masalah : Kegiatan Intelijen di lakukan Laki Laki, Intelijen Resiko Tinggi, Perempuan Panik karena Resiko Tinggi, sehingga solusi adalah melakukan Diklat Diklat, Resiko SOP di lapangan, SK Tim

Intelinjen, Integrasi Gender di dalam Juklak dan Juknis Intelijen.
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Arahan Prof Ismi : Rendahnya Representasi Perempuan dalam Kegiatan Intelijen, Tidak Adanya Representasi Perempuan dalam Kegiatan Intelijen, padahal kasus kasus yg dihadapi membutuhkan
Intelijen Perempuan. Penyebab : Bisa karena perspektif Pimpinan yang memberikan tugas, ada nya anggapan menjadi intelijen beresiko sangat tinggi; Adanya anggapan Stereotip bahwa perempuan
cepat panik menghadapi suatu masalah; Solusi : 1. Mengusulkan adanya perekrutan perempuan sebagai tenaga intelijen; 2. Membuat diklat intel perempuan; 3. Mengadvokasi Intelijen Beresiko

Tinggi; 4. Integrasi Gender dalam Juklan dan Juknis Intelijen.

KELOMPOK 1V : David Muhammad, S.Sos. ada 4 Isu, 1. Penegakan Hukum belum didukung tersediannya ruang khusus pemeriksaan khusus perempuan. . 2. Terbatasnya perempuan mengikuti
diklat PPNS kaerna pelaksanaan diklat yng cukup lama (2 Bulan); 3, Belum tersusunnya SOP untuk memeberikan perlindungan untuk perempuan apabila melaksanakan kegiatan lebih dari 1 hari; 4.
Belum tersusunnya SOP untuk memberikan perlindungan bagi perempuan apabila melaksanan kegiatan. -Terlampir Matriks. 5. Pemberian akses kepada masyarakat perepmpuan meningkatkan
ekonomi keluarga agar terhindar dari dominasi suami.

Arahan Prof Ismi  : Perlunya SK Kepala Satker untuk Penyediaan ruangan Khusus pemeriksaan bagi perempuan; Mengajukan Usulan untuk menyediaan Ruangan Pemeriksaan Untuk Perempuan
Tangging anggaran pada sarpras yang Reponsif Gender, Membentuk Tim Khusus untuk Kasus Responsif Gender; ISU = Profesionalisme PPNS Perempuan kadang kadang lebih rendah dari laki laki
karena terlambat mengikuti diklat lebih dari 2 Bulan; Kompetensi tidak mengenal jenis kelamin, ada standar minimal yang harus di penuhi. Bahwa profesionalisme terlambat mengikuti diklat, yg harus
di perbaiki adalah perbaikan sistem DIKLAT PPNS yg 2 Bulan terus menerus ini mungkin di usulkan model diklat yg Responsif Gender (2 Minggu Diklat On/Off); MENGUSULKAN DIKLAT PPNS
ON/OFF YANG RESPONSIF GENDER. Partisipan perempuan meningkat sehingga profesionalisme perempuan meningkat; PENYEDIAAN SARANA PRASANA YG MEMPERMUDAH AKSES
DISABILITAS DIDALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM LHK c/o Pelapor, Pengadu Difabilitas, kursi Difabilitas; MEMBERIKAN APKM UNTUK KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF,
Setelah kegiatan tidak menghasilkan kegiatan yang di inginkan, Kelompok Sasaran tidak mendapatkan manfaat, sering di eksploitasi oleh Pasangan, Program PKH; HARUS DIBUAT PENGATURAN

TENTANG PEMANFAATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN; ADVOKASI UNTU KELUARGA BAIK ISTRI DAN SUAMI,

KELOMPOKV : Anastasia BR Perangin Angin, S.Sos; ISU Gender dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rencana Aksi PUG pada PPLH; KOMITMEN : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Keterlibatan Gender PPLH dalam Penegakan Hukum LHK; KEBIJAKAN - SK, NSPK, PEDOMAN TEKNIS, NSPK KHUSUS PENGADUAN YANG RESPONSIF GENDER; Kelembagaan, POKJA
GENDER GAKKUM, FOCAL POINT; adanya ARG untuk PPLH, SDM dan SARPRAS; DATA Terpilah Menyediakan Data Terpilah; Sarana Prasarana ( Laktasi, APD Gender dalan Kegiatan PPLH,
Poster/Papan Informasi, Toilet Khusus, Ibadah; Peran Serta Masyarakat - Dukungan LSM/Penggiatan dan AKademisi LH, Keterlibatan gender dalam Pengaduan dan Diklat PPLH ; Inovasi integrasi

data kerusakan LH, Pelaporan Kerusakan Satu Pintu, Responsif Prioritas Tindak Lanjut Lpaoran dari gender, Keikutsertaan Gender dalam Pengembangan GAKKUM,;
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PENELITIAN YANG DILAKUKAN DI SELURUH DUNIA MENUNJUKAN KESEIMBANGAN GENDER DI POSISI TERATAS BERKONTRIBUSI PADA PENINGKATAN DAYA SAING DAN KINERJA

PUBLIK YANG LEBIH BAIK - Beth Brooke

Arahan Prof Ismi, MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LHK; NSPK Khusus Responsif Gender; PENYEDIAAN APD YANG RESPONSIF GENDER,
Poster/ Papan Informasi; KETERLIBATAN PEREMPUAN DAN LAKI LAKI DALAM PENGADUAN DAN DIKLAT PPLH; RESPONSIF PRIORITAS TINDAK LANJUT LAPORAN DARI PEREMPUAN

DAN LAKI LAKI ; KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI GAKKUM KLHK;

APA YANG ADA DI PIKIRAN BAPAK DAN IBU SAAT MENDENGAR KATA GENDER
1.  GENDER ADALAH PERAN BAIK PRIA DAN WANITA DILIHAT DARI AKSES PERAN KONTROL DAN MANFAAT BERDASARKAN KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA = BENAR
2. PERSAMAAN HAK WANITA DAN LAKI LAKI = KESETARAAN GENDER = BENAR

3. DISTRIBUSI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB = DIVISION OF LABOUR FROM GENDER

- KEBUTUHAN SPESIFIK GENDER ( MENURUT JENIS KELAMIN )
- KEBUTUHAN PRAKTIS
- PENYEDIAAN SARANA PRASARANA UNTUK MEMPERMUDAH DALAM PEKERJAAN

- PEMENUHAN KEBUTUHAN STRATEGIS ( REGULASI DAN DUKUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG REGULASI)

-41 -



HARI KEDUA, 15 OKTOBER 2020
GAMES KAHOOT :

Damayanti Ratunanda, Sosialisasi PUG Dltjien GAKKUM KLHK;

Berdasarkan Sosialisasi POKJA KLHK sudah banyak yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender, Komitmen
Tersusunnya Road Map GAKKUM KLHK TA 2020 s.d 2024, Kebijakan Tagging Gender s.d output RKA K/L GAKKUM KLHK (KRISNA), dan Kelembagaan Terbentuknya Sub Kelompok Kerja PUG
GAKKUM PUSAT dan BALAI GAKKUM KLHK, SDM dan ANGGARAN gender champion, fasilitator, capacity building, Data Terpilah, Sistem dan Bahan Informasi, Metode dan Tool, Gender Budget
Statement dan Gender Analytical Pathway. Peran Serta Masyarakat, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Background Studi Penegakan Hukum LHK
dan Road Map Pengarusutamaan Gender sebagai acuan Rencana Strategi TA 2020 s.d 2024 yang Responsif Gender. Penghargaan Bangkok (13/11/2019) mendapat 3 Kategori penghargaan di
kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender di Asia Environtmental Enforcement Awards tahun 2019. Tersedianya Sarana Prasarana Lingkungan Kerja yang Responsif Gender (Renovasi

Toilet Pria dan Wanita, Akses Wudhu, Ruang Shalat, Lounge, Ops Room, Ruang Interogasi TSK).

Tersedianya Ruang Laktasi untuk Karyawati lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hldup dan Kehutanan, Tersedianya Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK untuk
Keselamatan, Kesehatan kerja dan Lingkungan. Implementasi Sarana Prasarana Alat Pengamanan Diri (APD), untuk PPNS, PPLH dan POLHUT menyediakan Alat Pengamanan Diri. Sudah adanya
Buku K3L di Direktorat PHP LHK sudah ada namun perlu implementasi dan kontrol, Arahan Pak Dirjen untuk Ramah Anak dan Ramah Difabilitas; Sudah ada pelaksanaan, tapi belum ada SOP
pelaksanaan Sarana Prasarana Responsif Gender, tidak hanya di Pusat tapi juga sampai di UPT GAKKUM. Rekomendasi untuk Usulan Rekrutmen POLHUT Perempuan masuk beberapa orang, dan

Penyidik PNS Perempuan.

Rencana Ke Depan, Peningkatan Kapasitas Staf untuk Mengimplementasikan Practical Gender Concern, Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender, Pengarusutamaan Gender dalam

Reformasi Kebijakan dan Peraturan, Monitoring dan Evaluasi yang Sensitif Gender.

Ernawati Eko Hartono, S.Hut, M.Si, POKJA PUG, Biro Perencanaan KLHK,

Harapan kami, Bapak/lbu bisa mengimplementasikan PUG sesuai Tusi Bapak dan Ibu di Diten GAKKUM KLHK, selamat untuk Juara Utama PUG Ditjien GAKKUM KLHK, mulai mencari terobosan

terobosan Pengaruasutamaan Gender, banyak Eselon | yang akan Studi Banding dengan Satker di GAKKUM KLHK, tahun 2020 ini Eselon | pertama kali mengadakan acara Responsif Gender untuk
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Kepala Balai UPT dan Eselon Il. Progress Pelaksanaan Road Map PUG, Kementerian LHK, Dipaparkan Logo Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, Mempertimbangkan Akses, Partisipasi,
Kontrol dan Manfaat terhadap Kaum Kaum Marjinal, Difabilitas, Anak dan Lansia, Pelaksanaan Pengaruasutamaan Gender (PUG) tidak akan pernah lepas dari 7 (Tujuh) prasyarat berikut. Sebagai
prasyarat tersebut harus di tambahkan dengan sebuah inovasi.

- Memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Kementerian LHK telah adil dan setara bagi perempuan dan laki laki.

- Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kementerian LHK

- Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian LHK memahami konsep, prinsip, dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan

Kementerian LHK.

ROADMAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020 - 2024 Berdasarkan isu gender yang ada pada bidang LHK, disusunlah rencana aksi yang dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah, kemudian

dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci sehingga mudah digunakan sebagai dasar untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan PUG, yang dikategorikan sebagai berikut:

ARAHAN MENTERI LHK : Saya Mendorong Seluruh Jajaran KLHK mampu berkomitmen untuk mengimplementasikan PUG melalui Rencana Kebijakan, Program/Kegiatan yang adil dan setara, serta

melakukan inovasi yang dapat mendorong percepatan PUG bidang LHK “ - Siti Nurbaya, 09 Oktober 2020.
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Arahan Prof Ismi, semoga tergambbarkan proses pengarusutamaan gender dapat terimplementasikan di kantor bapak/ibu, disini ada 5 perwakilan masing masing UPT, di DIKTI dana terbatas, tapi banyak
dosen dosen yg belum memahami Pendidikan kewarganegaraan dengan baik, karena saat mengajar monoton dan tidak menarik, peserta wajib mentransformasi pengetahuan nya kedalam unit kerja
sebanyak 10 orang, hari ini ada 5 perwakilan Sub Region, dan berkewajiban mensosialisasikan ke 10 orang ke Satuan kerja masing masing, di wajibkan untuk memvideokan proses sosialisasi dan di kirim
dalam batas waktu tertentu dan di publikasikan ke Sosial Media Ditien GAKKUM KLHK, dan jangan lupa memberikan sertfiikasi serta di validasi oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK;

SESI PENYUSUNAN RENCANA AKSI:

Arahan, saat Menyusun rencana aksi (ROAD MAP PELAKSANAAN PUG KLHK 2020 s.d 2024)

NO ASPEK ISU GENDER PENYEBAB RENCANA AKSI RINCIAN INDIKATOR
RENCANA AKSI | KEBERHASILAN

PEMENUHAN TUJUH PRASYARAT KUNCI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOMITMEN

KEBIJAKAN
KELEMBAGAAN

SUMBER DAYA

DATA TERPILAH

SARANA DAN PRASARANA
DUKUNGAN MASYARAKAT

~N|o|a|s|w(n] =]

Dipaparkan (Terlampir) :

1. ROAD MAP PELAKSANAAN PUG BALAI GAKKUM LHK WILAYAH SUMATERA, Suhut Hesaki, S.Hut, M.Si,

Tanggapan Bu Ismi : Noted Tim Penyusun mohon di tulis, Footer dsb di sesuaikan. Analisis Komitmen, berarti kita pertanyakan adalah komitmen siapa?, kita akan mengadakan pembangunan
sarana prasarana, kita sebagai pemegang otoritas atau sebagai posisi mengusulkan ke unit eselon | keatas, penggunaan Bahasa berbeda, Sudah ada kebijakan Sarana Prasara tetapi belum
memasukan kebijakan Perspektif Gender. Yang di persoalkan harus liniear, mau Kebijakan nya atau Gedung Sarana Prasarana nya, Reformulasi menjadi : Komitmen Pimpinan di tingkat pusat
untuk mengintegrasikan Perspektif Gender belum bisa di laksanakan ditingkat Unit Pelaksana Teknis. Apakah sudah diusulkan, atau belum faham, skala prioritas; Komitmen Pusat belum
ditindaklanjuti di UPT menjadi Prioritas; 1 (Satu) Bangunan dengan Sarana Prasarana yang Responsif Gender (Laktasi, Priority Parking, Toilet Terpisah, dsb); Komitmen UPT untuk menindaklanjuti
Komitmen Pusat terkait Penyediaan Sarana Prasarana Responsif Gender belum; Penyediaan Sarana Prasarana RG belum menjadi Skala Prioritas; Rencana Aksi, Merencanakan Pembangunan
Sarana dan Prasarana pada UPT yang Responsif Gender; Indikator Keberhasilan : 1 Bangunan dengan Sarana Prasarana Responsif Gender (1 Ruang Laktasi, Toilet Terpisah P/L secara
Proporsional, Parkir Prioritas, Tempat Ibadah, Ruang Ramah Anak);

ROAD MAP PUG BELUM MENJADI BAGIAN INTEGRAL RENSTRA UPT, Penyebab : Belum di pahami cara mengintegrasikan perspektif gender dalam RENSTRA UPT, 1 (SATU) DOKUMEN
RENSTRA DAN ROAD MAP PUG UPT; Anggota SUB POKJA UPT belum tersusun rencana SUB POKJA PUG UPT. SUB POKJA PUG yang telah terbentuk belum memiliki Rencana Aksi.

Anggota SUB POKJA PUG masih belum memahami TUSI NYA. SDM di Unit Pelaksana Teknis belum mengintegrasikan PERSPEKTIF GENDER dalam tugas dan fungsinya. Pelatihan Sensitifitas
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2.

Gender bagi SDM UPT. Peran serta Masyarakat dalam kegiatan Penegakan Hukum LHK belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan Gender.Kemitraan antara UPT Balai GAKKUM

dengan masyarakat belum mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan Gender.

Osten Sianipar, S.H., M.Si., Integrasi Road Map KLHK, Dirjen dengan Eselon Il dan UPT

Tanggapan Bu Ismi : Pembagian Target Road Map Eselon |, bisa di aplikasikan ke Eselon Il dan UPT.

ROAD MAP PELAKSANAAN PUG DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN, Nafsir Fauzi Rizkian, S.A.P.

Komitmen - Renstra GAKKUM KLHK yang sudah mengintegrasikan responsive gender belum ditindaklanjuti dalam Renstra Kebijakan Pencegahan dan Pengamanan Hutan responsive gender,
Direktorat PPH. Penyebab - Belum faham tentang cara mengintegrasikan Responsifitas Gender kedalam Renstra Kebijakan Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Rencana Aksi - Menyusun Renstra
Kebijakan Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Rincian Kegiatan - Sosialisasi Gender kepada Tim Penyusun RENSTRA Direktorat PPH, Workshop Penyusunan Renstra. Indikator Keberhasilan =
Dokumen Renstra Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang Responsif Gender. Kebijakan : Belum disusun panduan integrasi isu isu gender kedalam dokumen perencanaan, baik Renstra
Renja maupun RKA; Penyebab : Terbatasnyas kaasitas untuk Menyusun dokumen PPRG. Workshop Pendampingan Penyusunan Dokumen PPRG, Rincian Kegiatan = Pelatihan PPRG. Indikator
Keberhasilan = Dokumen GBS/GAP Direktorat PPH. Kelembagaan PUG : Pembagian Kerja (Division of Labour) antara pegawai Perempuan dan Laki Laki masih cenderung bersifat Stereotip, perempuan
lebih banyak mengerjakan pekerjaan pekerjaan administrasi. Adanya kekhawatiran, resiko yang akan di hadapi oleh perempuaan Ketika mengerjakan pekerjaan non administrasi; Memberikan
peningkatan kapasitas terhadap pegawai yang akan di akan ditugaskan kelapangan, agar memiliki standarisasi kompetensi yang sama, memberikan kapastas yang akan di tempatkan di lapangan agar
bisa melaksanakan kegiatan minimal dilapangan. Pelatihan pegawai standarisasi tugas di lapangan. Jumlah SDM Perempuan dan Laki Laki yang memenuhi Standarisasi Minimal. Data Terpilah : sudah
terdapat data terpilah SDM pada direktorat PPH, namun belum digunakanya data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pelasanaan kegiatan. Penyusunan Indikator Indikator Kinerja yang Responsif
Gender.

Belum terdapat representasi perempuan dalam jabatan structural di Direktorat PPH. Belum adanya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menduduki jabatan structural di Direktorat PPH
karena adanya melindungi perempuan. Penyelenggara Seleksi Jabatan mempertimbangkan Representasi Perempuan. Mengusulkan kepada Pejabat Berwenang untuk Mempertimbangkan
Representasi Perempuan dalam Jabatan Struktural. Adanya calon Pejabat Struktural Perempuan di Direktorat PPH; Belum di milikinya panduan Teknik analisis gender bidang Pencegahan dan
Pengamanan Hutan. Buku Saku Teknik Analisis Gender bidang Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Peran Serta Masyarakat : dalam kegiatan PPH belum mempertimbangkan keadilan dan Kesetaraan Gender. Belum adanya sensitifitas gender pada pelaksana kegiatan PPH, Optimalisasi Jejaring
Kerja dengan Masyarakat, Optimalisasi Jejaring Kerja dengan Mempertimbangkan Responsif Gender. Proporsi Perempuan dari Unsur Masyarakat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan

Hutan Meningkat,
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PENUTUPAN, PAK SUGENG :

Ini rasa nya benar benar istimewa, kita masih tetap disini, dalam pertemuan Pengarusutamaan Gender (PUG), demokratis berbicara semua mempunyai kesempatan untuk bersuara dalam forum
Pengarusutamaan Gender (PUG), saya harapkan kalau ada Undangan Gender, Menuju Setara harus Adil dulu, di dalam Hukum Masyarakat Equal Before The Law. Jangan Renstra yg Responsif

Gender kita tidak mengetahui, ada Champion Gender KLHK, ada Agent of Change di tentukan, ada 40 Orang yang mengikuti Kegiatan.

Hasil Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Ditien GAKKUM selama 2 hari, 14-15 Oktober 2020 ini adalah 40 orang yang mempunyai peran strategis untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan
Gender Ditien GAKKUM telah disosialisasikan dan telah mempunyai pengetahuan tentang Apa itu Gender dan bagaimana cara nya untuk merespon gender agar setara dalam melakukan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 40 orang yang sudah dilatih telah : Mampu Mengindentiifikasi isu Gender, Mampu Mengindentifikasi Faktor Penyebab, Mampu Mencari Jalan Keluar melalui
7 isu penting : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sarana prasarana, data dan informasi, metodologi-instrumen dan peran serta masyarakat, Mampu membuat Rencana Aksi. Harus terus di gali Isu

Isu di Lapangan, mampu mengindentifikasi (5W1H), bagai mana rencana aksi kedepan,

Hampir semua balai, ini kesempatan baik untuk menyediaan Sarana dan Prasarana yg Responsif Gender, partisipasi kegiatan ini tinggi, akan kami berikan laporan kepada Pak Direktur Jenderal untuk

Kegiatan Ini.

Sebagai tindak lanjut Pelatihan ini, maka berikut ini adalah arahan dari Setditjen, sesuai dengan road map GAKKUM : Kepala Balai dan Direktur mengidentifikasi agent of change yang akan menjadi
fasilitator dari Pengarusutamaan Gender di Unit Satker Masing-masing. dan dibuat renstra aksi untuk 7 area perubahan Pengarusutamaan Gender : mengidentifikasikan isu-isu gender, mencari factor
penyebab, mencari jalan keluar dan membuat rencana aksi. Bagian Program dan Evaluasi akan mengembangkan Bahan Ajar Pengarusutamaan Gender agar setiap kepala Balai, Direktur dan Agent
of Change di masing masing satker dapat menyebarluaskan konsep kesetaraan Gender dan mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender. Untuk Direktorat Penegakan
Hukum Pidana, PPSA dan PPH, diminta untuk identifikasi Alat Pelindung diri responsif gender. Untuk kepala Balai yang sedang membangun Gedung GAKKUM KLHK, mohon dipastikan sarana prasana

disediakan baik untuk keseteraan gender, ramah anak dan ramah untuk kaum disabilitas.

Demikian pertemuan kita selama 2 hari, kita harus terus menerus mencari kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi nyata Pengarusutamaan Gender, bukan dengan maksud untuk memenangkan lomba, akan

tetapi agar seluruh staf dan aparat gakkum dapat bekerja maksimal tanpa hambatan, dan masyarakat mendapatkan keadilan hukum dan akses bagi perempuan dan laki laki.
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